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ABSTRAK 
Sry Muliati (E21111289) dengan skripsi yang berjudul “Kualitas Pelayanan 
Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten 
Pangkep” xii + 110 Halaman + 34 Tabel + 2 Gambar + 23 Pustaka (2012-
2014) + 4Lampiran. Dibimbing oleh Dr. Atta Irene Allorante, M.Si selaku 
Dosen Pembimbing I dan Dra.Hj.St.Halwatiah, M.Si selaku Dosen 
pembimbing II. 
Pelayanan publik cenderung menjadi konsep yang sering digunakan oleh banyak 
pihak, baik dari kalangan praktisi maupun ilmuwan, dengan makna yang 
berbeda-beda. Dalam kehidupan politik, perbaikan pelayanan publik juga sangat 
berimplikasi luas khususnya dalam memperbaiki tingkat kepercayaan kepada 
pemerintah. Berbagai pelayanan administratif, seperti akte kelahiran, Pelayanan 
seperti itu tentu sangat penting dan menjadi bagian dari pelayanan publik yang 
harus diselenggarakan oleh negara. Dari berbagai pelayanan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut salah satunya adalah pelayanan 
terhadap kelahiran yaitu pembuatan akta kelahiran yang mana akta kelahiran itu 
sendiri menjadi penting bagi masyarakat karena merupakan bukti yang kuat dan 
sah secara hukum atas kelahiran seseorang, dan juga akta kelahiran ini berguna 
untuk keperluan anak nanti, misalnya syarat untuk mendaftarkan anak ke 
sekolah dan sebagai bukti yang sah atas anak itu sendiri atau legalitas terhadap 
anak tersebut. 
 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan 
akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yaitu mencari 
data/informasi dari realitas permasalahan yang ada dengan mengacu pada 
pembuktian konsep atau teori yang digunakan.  
 
Dari hasil penelitian secara umum kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep cukup berkualitas dengan 
rata-rata persentase 61,398%. Akan tetapi masih ada kekurangan pada dimensi 
kualitas yang sangat perlu dibenahi oleh pemerintah dalam memberikan 
pelayanan. 
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Sry muliati (E21111289) with a thesis entitled “Quality Of Service Birth’s 
Certificate In Departement of Population And Civil Registry Pangkep ” xii + 
110 pages + 34 tables + 2 images + 23 books library (2012-2014) + 4 
attachments. Supervised by Dr. Atta Irene Allorante, M.Si as supervisor I 
and Dra.Hj.St.Halwatiah, M.Si supervisor II. 
Public services tends to be a concept that is often used of many parties, 
both from the practitioners and scientists, with different meanings. In political life, 
improvement of public services is also very broad implications, especially to 
improving the level of confidence in the government. Variouso of  administrative 
services, such as birth certificates, services like that would be very important and 
become a part of the public service should be organized by State. From many 
services of Departement of Population and Civil Registry one of them is service 
of birth certificate which becomes important for many people because it is a 
strong evidence and legally of a person’s birth, it is also useful for childern utilities 
later, such as a requirement to enroll children in school and as a valid proof of the 
child itself or the legality of the child. 
 
This study was conducted to analyze the quality of service of a birth 
certificate in the Department of Population and Civil Registry Pangkep. The 
approach is using in this research is quantitative research that looking for data / 
information from the reality of problems that exist with reference to the proof of 
concept or theory used. In addition, this study aimed to describe the quality of 
service among these variables. 
 
From the result of research in general service quality birth certificate at 
the Department of Population and Civil Registration Pangkep regency enough 
qualified with an average of 61,398% persentage. But there is still a very quality 
dimensions need to be addressed by the government in providing services.  
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I.1. Latar Belakang 
Di era reformasi, kata perubahan menjadi kata yang sering kita dengar, 
dimana tuntutan perubahan sering disuarakan, baik oleh individu ataupun oleh 
anggota kelompok masyarakat lainnya. Tuntutan perubahan sering ditujukan 
kepada aparatur pemerintah, menyangkut pelayanan publik yang diberikan 
kepada masyarakat. Rendahnya mutu pelayanan publik  yang diberikan oleh 
aparatur menjadi citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. Bagi masyarakat 
yang pernah berurusan dengan birokrasi selalu mengeluhkan, dan kecewa 
terhadap tidak layaknya aparatur dalam memberikan pelayanan. 
Dalam sejarah perjalanan administrasi publik, pelayanan publik 
semuladipahami secara sederhana sebagai pelayanan yang diselenggarakan 
oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah 
kemudian disebut sebagai pelayanan publik. Literatur terdahulu umumnya 
menjelaskan bahwa “whatever government does is public service”. Pendapat 
seperti itu dahulu dapat dimaklumi karena pemerintah pada masa itu hanya 
peduli untuk menyelenggarakan pelayanan yang menjadi barang publik atau 
pelayanan yang menurut kesepakatan politik dan pertimbangan moral dinilai 
penting bagi kehidupan warganya. Namun ketika telah terjadi perubahan peran 




hajat hidup orang banyak dalam era sekarang ini maka definisi pelayanan publik 
seperti yang telah disebutkan diatas perlu dipikirkan kembali. 
Pelayanan publik cenderung menjadi konsep yang sering digunakan oleh 
banyak pihak, baik dari kalangan praktisi maupun ilmuwan, dengan makna yang 
berbeda-beda. Dalam kehidupanpolitik, perbaikan pelayanan publik jugasangat 
berimplikasi luas khususnya dalam memperbaiki tingkat kepercayaan kepada 
pemerintah. Berbagai pelayanan administratif, seperti pelayanan KTP (Kartu 
Tanda Penduduk), akte kelahiran, sertifikasi tanah, dan perizinan, merupakan 
pelayanan yang diselenggarakan untuk menjamin hak dan kebutuhan dasar 
warga negara. Pelayanan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan akte kelahiran 
sangat vital dalam kehidupan warga karena  keduanya menjamin keberadaan, 
identitas warga, dan hak-hak sipil lainnya. Sertifikasi tanah menjamin kepastian 
dan melindungi hak kepemilikan warga terhadap properti. Pelayanan seperti itu 
tentu sangat penting dan menjadi bagian dari pelayanan publik yang harus 
diselenggarakan oleh negara. 
Ada beberapa jenis pelayanan publik yang diberikan aparatur kepada 
masyarakat, mulai dari urusan akta kelahiran sampai dengan urusan surat 
kematian atau yang dikenal dengan istilah catatan sipil. Catatan sipil juga 
merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. 
Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau 
catatan peristiwa penting seseorang seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, 
kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, perlu didaftarkan ke Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil. Oleh karena Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi pemerintah yang menangani hal-hal 




pemerintah, dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan 
selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang.  
Dari berbagai pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut 
salah satunya adalah pelayanan terhadap kelahiran yaitu pembuatan akta 
kelahiran yang mana akta kelahiran itu sendiri menjadi penting bagi masyarakat 
karena merupakan bukti yang kuat dan sah secara hukum atas kelahiran 
seseorang, dan juga akta kelahiran ini berguna untuk keperluan anak nanti, 
misalnya syarat untuk mendaftarkan anak ke sekolah dan sebagai bukti yang sah 
atas anak itu sendiri atau legalitas terhadap anak tersebut. Pentingnya akta 
kelahiran tersebut tidak langsung membuat semua masyarakat merasa harus 
membuat akta kelahiran sehingga dibutuhkan juga motivasi atau dorongan yang 
diberikan kepada masyarakat tersebut agar mengetahui pentingnya akta 
kelahiran dan segera membuat akta kelahiran tersebut. 
Sampai saat ini masih banyak penduduk yang mengabaikan atau kurang 
paham akan pentingnya Akta Kelahiran. Akta Kelahiran wajib dimiliki bagi 
penduduk yang mengalami peristiwa kelahiran dan Akta Kelahiran sangat 
penting untuk menentukan status hukum seseorang. Di bidang pencatatan 
kelahiran ini, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga 
seperti Malaysia, Singapura, dan Filiphina. Di negara-negara tersebut tingkat 
pencatatan kelahiran sudah 95% dari jumlah anak yang lahir. Sementara di 
Indonesia, menurut laporan penelitian yang dilaksanakan BPS (Badan Pusat 
Statistik) bahwa baru 30,6% anak-anak berusia di bawah lima tahun yang 




Menurut data Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2005, kepemilikan 
akta kelahiran di Indonesia seluruhnya baru mencapai 58,95%. Ternyata anak 
balita yang berasal dari 20% rumah tangga termiskin yang belum punya akta 
kelahiran sekitar 75,1%. Padahal sudah 300 Pemkab/kota yang menggratiskan 
pembuatan akta kelahiran, tetapi masih ada juga yang memasukkan biaya 
pengurusan akta kelahiran sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Seluruh 
peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu 
didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain 
yang berkepentingan mempunyai bukti yang autentik tentang peristiwa-peristiwa 
tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas 
dan jelas (http://www.tempo.co/).  
Dengan demikian dibutuhkan sebuah pola penyelenggaraan pelayanan 
publik dalam suatu lembaga terkait yang dapatmempengaruhi baik atau 
buruknya kualitas pelayanan lembaga tertentu dalam hal ini Dinas Catatan Sipil. 
Pentingnya suatu pelayanan di suatu instansi manapun harus mengutamakan 
kualitas dari pelayanan itu sendiri baik di instansi swasta maupun di 
pemerintahan.Pentingnya kualitas pelayanan itu sendiri banyak membawa 
dampak, dengan pelayanan yang baik di suatu instansi dapat memajukan 
instansi itu sendiri dan tercapainya kualitas pelayanan itu sendiri. 
Dalam pemberian pelayanan publik bagi masyarakat, adalah yang 
penting untuk dapat mengukur sejauh mana pelayanan tersebut bagi 
masyarakat, apakah pelayanan yang diberikan berkualitas atau tidak berkualitas. 
Hal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan agar menjadi bahan perbaikan 
dan pengembangan bagi pihak pemberi layanan maupun masyarakat sebagai 




mengukur kualitas pelayanan akta kelahiran di kabupaten Pangkep ialah teori 
yang dikemukakan oleh Zeithaml-Parasuraman-Berry (1990). 
Menurut Zeithaml-Parasurman-Berry (1990) (dalam Pasolong 2008) untuk 
mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, 
ada indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi 
kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima dimensi 
servqual/tersebut,yaitu: Tangibles (bukti fisik):kualitas pelayanan berupa sarana 
fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi., 
Reliability (kepercayaan):kemampuan dan keandalan untuk menyediakan 
pelayanan yang terpercaya, Responsiveness (daya tanggap):kesanggupan untuk 
membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap 
terhadap keinginan konsumen, Assurance (jaminan):kemampuan dan 
keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan 
konsumen, Emphaty (empati):sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai 
terhadap konsumen.  
Pelayanan saat ini masih kurang dari yang diinginkan dan belum sesuai 
dengan kualitasnya, walaupun sudah berjalan dengan semestinya 
(http://www.hukumonline.com/, diunduh pada 10 Februari 2015, 11.42 WITA). 
Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu masih 
dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta 
kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari 
masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara Iangsung 
maupun melalui media massa. Pelayanan publik perlu dilihat sebagai usaha 




penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya yang diselenggarakan oleh 
pemerintah semata tetapi juga oleh penyelenggara swasta. 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep 
merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala 
dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
sekretaris daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Pangkep sebagai organisasi yang telah mengimplementasikan manajemen 
berbasis kinerja (Performance Based Management) yang memfokuskan 
aktivitasnya pada pelayanan prima dalam menjalankan tugas dibidang 
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Perda Kabupaten 
Pangkep Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan Kabupaten Pangkep. Jenis pelayanan yang dilayani yaitu 
administrasi kependudukan dan pelayanan dan pencatatan sipil. 
Dalam pelayanan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep terutama kepengurusan akta kelahiran 
masih terjadi permasalahan terkait kualitas pelayanan yang diberikan. Hal utama 
yang sering dikeluhkan warga ialah waktu penyelesaian layanan yang sangat 
lama. Berdasarkan informasi yang ditemukan melalui website    
(http://www.tempo.co/read/news/Pelayanan-Akta-Kelahiran) pada 24 Februari 
2015, seorang arga mengeluhkan pelayanan akte kelahiran di kabupaten 
Pangkep mengalami keterlambatan 2-5 hari dari waktu yang telah disepakati 
atau sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini adalah salah satu indikator 





Selain masalah tersebut hal lain yang menjadi masalah adalah 
banyaknya keluhan masyarakat mengenai akta kelahiran menjadi barang mahal 
hal ini disebabkan karenalokasi pengurusan akte yang jauh dan prosedure yang 
berbelit-belit. Hal ini diperkuat dengan keluhan warga kabupaten Pangkep 
melalui pangkeponline.blogspot.com (diunduh pada Kamis, 19 Februari 2015, 
15.00 WITA). Lela (34 tahun) mengungkapkan bahwa daalam pengurusan akta 
kelahiran waktu dan biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit, bukan hanya 
pemabyaran atas layanan yang dibutuhkan yang harus dipersiapkan tetapi untuk 
biaya transportasi, serta kelengkapan berkas laiinya juga perlu disiapkan, 
mengingat banyak juga warga yang tinggal dipulau sementara kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep berada di Kota, tentunya 
butuh biaya tambahan.  Keterangan warga ini menunjukkan bahwa Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep tidak mampu memfasilitasi 
kebutuhan masyarakat atas layanan yang diinginkan, jika kondisi ini dikaitkan 
dengan teori kualitas yang digunakan dalam penelitian ini maka, permaslahan 
diatas merupakan salah satu bukti buruknya dimensi tangibles pada pelayanan 
akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep 
Salah satu permasalahan yang juga menjadi bahan keluhan masyarakat 
dan berulang-ulang disampaikan melalui media berita online yaitu bahwa 
kurangnya akses informasi terkait pelayanan akta kelahiran oleh Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep. Melalui 
www.tempo.com/pelayanan-akta-kelahiran/kabpangkep/ (diunduh pada Kamis, 
19 Februari 2015, 15.13 WITA). seorang warga menyampaikan bahwa dalam 
pengurusan layanan akta kelahiran masih kurang akses informasi bagi 




bagi kualitas layanan yang diberikan. Ditambah lagi permasalahan sarana dan 
prasarana kantor pelayanan yang sangat tidak nyaman dan membuat 
masyarakat menjadi malas untuk berkunjung dan memohon layanan di oleh 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep.hal ini merupakan 
hal yang tidak seharusnya terjadi mengingat bahwa layanan akta kelahiran 
merupakan layanan yang sangat penting bagi masyarakat dan perlu disadari 
bahwa layanan jenis ini tidak akan berkurang intensitas atau jumlah 
pelanggannya karena setiap hari, setiap bulan , bahkan setiap tahun akan ada 
saja warga yang lahir dan adalah tanggung jawab Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Pangkep untuk dapat memberikan layanan akta 
kelahiran bagi masyarakat kabupaten Pangkep yang membutuhkan. 
Berangkat dari uraian permasalahan yang dijelaskan sebelumnya diatas 
maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat judul penelitian “Kualitas 
Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 
Kabupaten Pangkep”. 
 
I.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
Bagaimana kualitas pelayanan akte kelahiran di Dinas Kependudukan dan 






I.3. Tujuan Penelitian 
Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah: 
Untuk menganalisis kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep. 
I.4. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Akademis 
Manfaat dari segi akademis adalah untuk meningkatkan dan 
memperkaya khasanah keilmuwan dalam bidang disiplin ilmu administrasi 
negara, juga dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya yang 
berhubungan dengan masalah kualitas pelayanan publik pola 
penyelenggaraan pelayanan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil 
Kabupaten Pangkep. 
b. Manfaat praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 
pengetahuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin 
melakukan penelitian dalam bidang pelayanan publik. Dan dapat pula 
menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak khususnya pelaksana 
pelayanan kependudukan dalam pola penyelenggaraan agar dapat 












II.1.1. Definisi Pelayanan 
Secara harfiah, menurut kamus bahasa indonesia. Karya WJS 
Poerwadarminta, 1985, pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa 
yang diperlukan orang lain,seperti tamu, pembeli. Sedangkan di bidang 
manajemen, beberapa pakar menguraikannya secara beragam yang dioleh dari 
kata “SERVICE”, di antaranya adalah sebagai berikut: 
 Self Awarencess & self Esteem yaitu Menanamkan kesadaran diri bahwa 
melayani adalah tugasnya dan melaksanakannya dengan menjaga 
martabat diri dan pihak lain yang dilayani 
 Empathy & Entbuasiasm yaitu Mengetengahkan empati dan melayani 
pelanggan dengan penuh kegairahan 
 Reform yaitu Berusaha untuk selalu memperbaiki pelayanan 
 Vision & Victory yaitu Berpandangan ke masa depan dan memberikan 
layanan yang baik untuk memenangkan semua pihak 
 Initiaive & Impressive yaitu Memberikan layanan dengan penuh inisiatif 




 Care & Cooperative yaitu Menunjukkan perhatian kepada konsumen dan 
membina kerja sama yang baik 
 Empowerment & Evaluation yaitu Memberdayakan diri secara terarah dan 
selalu mengevaluasi setiap tindakan yang telah dilakukan.  
Dari uraian masing-masing kata diatas, maka dalam pelayanan (service) ada 
beberapa dimensi/ persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: kesadaran untuk 
melayani, empati kepada pelanggan, selalu memperbaiki pelayanan, 
berpandangan kemasa depan, penuh inisiatif, menunjukkan perhatian dan selalu 
melakukan evaluasi. 
Pelayanan pada dasarnya  dapat didefinisikan sebagai aktivitas sesorang, 
sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk 
memenuhi kebutuhan. Menurut Monir (2003:16), mengatakan bahwa pelayanan 
adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara 
langsung.  
Layanan umum yang dilakukan oleh siapapun, bentuknya tidak terlepas dari 
tiga macam yaitu (Moenir, 2014:190): 
a. Layanan dengan lisan 
Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas dibidang 
Hubungan Masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi dan bidang-
bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan 
kepada siapapun yang memerlukan. 
b. Layanan melalui tulisan 
Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol 




peranannya.Pada dasarnya layanan melalui tulisan cukup efisien 
terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya. Layanan tulisan 
terdiri atas dua golongan, pertama layanan berupa petunjuk, informasi 
dan yang sejenis ditujukan pada orang-orang yang berkepentingan, agar 
memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi atau lembga; 
kedua, layanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan keluhan, 
pemberian/penyerahan, pemberitahuan dan lain sebagainya. 
c. Layanan berbentuk perbuatan 
Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70-80 % dilakukan oleh 
petugas-petugas tingkat menengah dan bawah. Karena itu faktor keahlian 
dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan terhadap hasil 
perbuatan atau pekerjaan. 
II.1.2. Definisi Pelayanan Publik 
Pelayanan publik menurut Sinambela (2005:5) adalah sebagai setiap 
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 
memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 
kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 
produk secara fisik. 
Agung Kurniawan (2005:6) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah 
pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang 
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan 
tata cara yang telah ditetapkan. 
Definisi pelayanan publik menurut Kepmen PAN Nomor 25 tahun 2004 




pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, 
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Sedangkan Kepmen PAN Nomor 38 Tahun 2002 mengelompokkan 3 jenis 
pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokan jenis 
pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk 
pelayanan yang dihasilkan, yaitu 
1. Pelayanan administratif 
Jenis pelayanan administratif adalah jenis pelayanan yang 
diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan 
keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara 
keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya 
sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, keterangan dan lain-lain. Misalnya jenis 
pelayanan sertifikat tanah, pelayanan, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), 
pelayanan administrasi kependudukan (KTP (Kartu Tanda 
Penduduk),NTCR (Nikah-Talak-Cerai Dan Rujuk),akte kelahiran, akte 
kematian). 
2. Pelayanan barang 
Jenis pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh 
unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan 
berwujud fisisk termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada 
konsumen langsung (sebagai unit atau individual) dalam suatu sistem. 
Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir 




memberikan nilai tambah secara langsung bagi penggunanya. Misalnya 
jenis pelayanan listrik, pelayanan air bersih, pelayanan telepon. 
3. pelayanan jasa 
Jenis pelayanan jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh 
unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. 
Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan 
pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi 
penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu 
tertentu. Misalnya pelayanan angkutan darat, laut dan udara, pelayanan 
kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanan 
pemadam kebakaran. 
Ketiga peraturan yang dikeluarkan pemerintah melalui kementerian 
pendayagunaan aparatur negara tentang pelayanan publik tersebut orientasinya 
adalah pelanggan atau publik (masyarakat) yang dilayani. Hal ini tegas 
disebutkan dalam isi peraturan tersebut. Dalam artian bahwa kalau kinerja 
pelayanan publik instansi pemerintah berdasarkan peraturan tersebut 
orientasinya juga pelanggan, maka perhatian aparatur pelayanan publik harus 
berorientasi kepada publik, dan di perjelas di dalam Undang-Undang No. 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai 
berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 




Konsep pelayanan publik yang diperkenalkan oleh David Osborne dan 
Ted Gaeblerdalam bukunya “Reinventing Government” (1995). Intinya adalah 
pentingnya peningkatan pelayanan publik oleh birokrasi pemerintah dengan cara 
memberi wewenang kepada pihak swasta lebih banyak berpartisipasi sebagai 
pengelola pelayanan publik. 
Dalam rangka perbaikan penerapan dan perbaikan sistem dalam 
kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan publik, Osborne menyimpulkan 10 
prinsip yang disebut sebagai keputusan gaya baru. Salah satu prinsip penting 
dalam keputusannya adalah “sudah saatnya pemerintah berorientasi “pasar” 
untuk itu diperlukan pendobrakan aturan agar lebih efektif dan efisien melalui 
pengendalian pasar itu sendiri”. 
Kesepuluh prinsip yang dimaksud Osborne (1997), adalah sebagai berikut: 
1. Pemerintah katalis: mengarahkan ketimbang mengayuh 
2. Pemerintahan milik masyarakat: memberi wewenang ketimbang melayani 
3. Pemerintah yang kompetitif: menyuntikkan persaingan ke dalam 
pemberian pelayanan. 
4. Pemerintahan yang digalakkan oleh misi: mengubah organisasi yang 
digerakkan oleh peraturan. 
5. Pemerintah yang berorientasi hasil: membiayai hasil, bukan masukan. 
6. Pemerintahan berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, 
bukan birokrasi. 
7. Pemerintahan wirausaha: menghasilkan ketimbang membelanjakan. 
8. Pemerintah antisipatif: mencegah dari pada mengobati. 




10. Pemerintahan birokrasi pasar mendongkrak perubahan melalui pasar. 
II.1.3. Asas Pelayanan Publik 
Berdasarkan keputusan MENPAN nomor 63 Tahun 2003, penyelenggaraan 
pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut: 
a. Transparansi 
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. 
b. Akuntabilitas 
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
c. Kondisional 
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan memberi dan menerima 
pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. 
d. Partisipatif 
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 
masyarakat. 
e. Kesamaan hak 
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, 
golongan, gender dan status ekonomi. 
f. Keseimbangan hak dan kewajiban 
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 





II.1.4 Prinsip Pelayanan Publik 
Di dalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa 
penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut: 
a. Kesederhanaan 
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 
mudah dilaksanakan. 
b. Kejelasan 
Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal: 
i. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; 
ii. Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan / persoalan / 
sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
iii. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 
c. Kepastian waktu 
Pelaksanan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 
telah ditentukan. 
d. Akurasi 
Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 
e. Keamanan 
Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 
kepastian hukum. 




Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 
keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 
g. Kelengkapan sarana dan prasarana 
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi 
telekomunikasi dan informatika (telematika). 
h. Kemudahan akses 
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah 
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 
telekomunikasi dan informatika. 
i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan 
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, rumah, 
serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 
j. Kenyamanan 
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur disediakan ruang tunggu yang 
nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi 
dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat 
ibadah dan lain-lain. 
II.1.5 Standar Pelayanan Publik 
Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau 
penerima pelayanan. Menurut keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003, 




a. Prosedur pelayanan 
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 
pelayanan termasuk pengaduan. 
b. Waktu penyelesaian 
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 
c. Biaya pelayanan 
Biaya / tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses 
pemberian pelayanan. 
d. Produk pelayanan 
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan. 
e. Sarana dan prasarana 
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 
penyelenggara pelayanan publik. 
f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku 
yang dibutuhkan. 
II.1.6 Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
Dalam kaitannya dengan pola pelayanan, keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 menyatakan adanya 






Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara pelayanan, sesuai 
dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. 
b. Terpusat 
Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggara 
pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara 
pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan. 
c. Terpadu 
Pola penyelenggaraan pelayanan publik terpadu dibedakan menjadi dua, 
yaitu: 
i. Terpadu satu atap 
Pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu 
tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak 
mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa 
pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat dengan 
masyarakat tidak perlu disatuatapkan. 
ii. Terpadu satu pintu 
Pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu 
tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki 
keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. 
d. Gugus tugas 
Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus 





Selain pola pelayanan sebagaimana yang telah disebutkan 
tersebut  diatas, instansi yang melakukan pelayanan publik dapat 
mengembangkan pola penyelenggaraan pelayanannya sendiri dalam 
rangka upaya menemukan dan menciptakan inovasi peningkatan 
pelayanan publik. Pengembangan pola penyelenggaraan pelayanan 
publik dimaksud mengikuti prinsip-prinsip sebagaimana ditetapkan dalam 
pedoman ini. 
II.1.7 Jenis Jenis Pelayanan Publik 
Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi 
hak setiap warga negaranya ataupun memberikan pelayanan kepada warga 
negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah 
maupun hak setiap warga negara pada umunya disebutkan dalam konstitusi 
suatu negara. Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat 
dibedakan kedalam beberapa jenispelaynan,yaitu: 
a. Pelayanan pemerintahan 
Adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-
tugas umum pemerintahan seperti pelayanan KTP (Kartu Tanda 
Penduduk), SIM (Surat Izin Mengemudi), pajak, dan keimigrasian. 
b. Pelayanan pembangunan 
Suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan 
penyediaan saranan dan prasarana untuk memberikan fasilitasi kepada 
masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga negara. 
Pelayanan ini meliputi penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, 




c. Pelayanan utilitas 
Jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat, 
seperti penyediaan listrik, air, telepon,dan transportasi massal. 
 
 
d. Pelayanan sandang, pangan, dan papan 
Merupakan jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan 
pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan, seperti penyediaan beras, 
gula, minyak, gas, tekstil, dan perumahan murah. 
e. Pelayanan kemasyarakatan 
Yaitu jenis pelayanan masyarakat yang dilihat dari sifat dan 
kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial 
kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, 
ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya. 
II.2. Kualitas Pelayanan Publik 
II.2.1.Definisi Kualitas 
Kualitas berasal dari bahasa latin “QUALIS” yang berarti “seperti 
sesungguhnya benda itu”. Menurut ISO (International Organization For 
Standarization) 8402, kualitas adalah “totalitas karakteristik kesatuan yang 
berkaitan dengan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang disampaikan”. 
Karakteristik yang dimaksudkan di atas adalah performansi, keandalan, mudah 
dalam penggunaan, estetika, dan pelayanan, dan mudah dioperasikan dan 
direparasi. Definisi di atas mempertahankan mutu dari segi nilai kualitatif 




berhubungan dengan kepuasan konsumen menggunakan barang atau jasa 
bersangkutan. Bila konsumen puas, mutunya baik, tetapi tidak puas berarti 
mutunya jelek. Kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi 
keinginan atau kebutuhan primer atau sekunder konsumen. 
Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif 
karena bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan 
tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya. 
Kualitas menurut Fandy Tjiptono (2004:2) adalah 1) kesesuaian dengan 
persyaratan/tuntutan , 2) kecocokan pemakaian, 3) perbaikan atau 
penyempurnaan keberlanjutan, 4) bebas dari kerusakan, 5) pemenuhan 
kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat, 6) melakukan segala 
sesuatu secara benar semenjak awal, 7) sesuatu yang bisa membahagiakan 
pelanggan. 
II.2.2. Kualitas Pelayanan Publik 
Berbicara mengenai kualitas pelayanan, ukurannya bukan hanya 
ditentukan oleh pihak yang melayani saja tetapi lebih banyak ditentukan oleh 
pihak yang dilayani, karena merekalah yang menikmati layanan sehingga dapat 
mengukur kualitas pelayanan berdasarkan harapan-harapan mereka dalam 
memenuhi kepuasannya.(Atep Adya Barata 2006:38). 
Kualitas pelayanan menurut Ciptono (1992:2), kualitas berarti: 
1. Kesusaian dengan persyaratan/ tuntutan 
2. Kecocokan untuk pemakain. 




4. Bebas dari kerusakan/ cacat 
5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat. 
6. Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal 
7. Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. 
Sedangkan kualitas pelayanan mengacuh kepada pengertian: 
1. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik, langsung 
maupun aktraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberi 
kepuasaan atas pengguna produk itu. 
2. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 
kerusakan ( Gasperz, 1995:5 ) 
Secara teoretis,tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan 
masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima 
yang tercermin dari: 
a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 
memadai serta mudah dimengerti; 
b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 
pada prinsip efisiensi dan efektivitas; 
d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 




e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melalukan diskriminasi dilihat 
dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, 
dan lain-lain; 
f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 
pelayanan publik. 
Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas 
pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak definisi 
yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih 
strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan 
karakteristik langsung dari suatu produk,seperti: 
a. Kinerja (performance); 
b. Keandalan (reliability); 
c. Mudah dalam penggunaan ( ease of use); 
d. Estetika (esthetics), dan sebagainya. 
Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala 
sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting 
the needs of customers). 
Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun yang lebih 
strategis oleh Gaspersz dalam Sampara Lukman mengemukakan bahwa pada 




a. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan 
langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan 
pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk; 
b. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 
kerusakan. 
Agar pelayanan yang diberikan berkualitas tentu saja kedua kualitas 
dimaksud harus terpenuhi. Negara berkembang umumnya tidak dapat memenuhi 
kedua kualitas tersebut sehingga pelayanan publiknya menjadi kurang 
memuaskan.secara terinci Master dalam Dadang Julianta mengemukakan 
berbagai hambatan dalam pengembangan sistem manajemen kualitas, antara 
lain: 
1. Ketiadaan komitmen dari manajemen; 
2. Ketiadaan pengetahuan dan kekurang pahaman tetang manajemen 
kualitas bagi aparatur yang bertugas melayani; 
3. Ketidakmampuan aparatur mengubah kultur yang mempengaruhi kualitas 
manajemen pelayanan pelanggan; 
4. Ketidaktepatan perencanaan manajemen kualitas yang dijadikan 
pedoman dalam pelayanan pelanggan; 
5. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan belum dioptimalkan; 
6. Ketidakmampuan membangun learning organization, learning by the 
individuals dalam organisasi; 
7. Ketidaksesuaian antara struktur organisasi dengan kebutuhan; 
8. Ketidakcukupan sumber daya dan dana; 




10. Ketidaktepatan mengadopsi prinsip manajemen kualitas kedalam 
organisasi; 
11. Ketidaktepatan dalam memberikan perhatian pada pelanggan,baik 
internal maupun eksternal; 
12. Ketidak tepatan dalam pemberdayaan dan kerja sama. 
Selanjutnya. Fitzsimmons dan Fitzsimmons dalam Budiman berpendapatan 
terdapat lima indikator  pelayanan publik,yaitu Reliability yang ditandai pemberian 
pelayanan yang tepat dan benar; tangibles yang ditandai dengan penyediaan 
yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; 
Responsiveness, yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan 
cepat; Assurance, yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral 
dalam memberikan pelayanan, dan empati, yang tandai tingkat kemauan untuk 
mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. 
Lebih lanjut lagi ada sepuluh dimensi tolak ukur kualitas pelayanan yaitu: 
1. Tangibles, fasilitas fisik,peralatan personil dan komunikasi. 
2. Reliability, kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan 
yang dijanjikan dengan tepat. 
3. Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung 
jawab terhadap mutu pelayanan yang diberikan. 
4. Competence, tuntutan dimilikinya pengetahuan dan keterampilan yang 
baik oleh aparatur dalam memberi pelayanan. 
5. Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap 





6. Credibility, sikap jujur dalam sertiap upaya untuk menarik kepercayaan 
masyarakat. 
7. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari 
berbagai bahaya dan resiko. 
8. Access, untuk mengadakan kontak dan pendekatan. 
9. Communications, kemauan pemberi layanan untuk mendengarkan suara, 
keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu 
menyampaikan informasi baru kepada masyarakat. 
10. Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui 
kebutuhan pelanggan.(zethaml, 1990:21-22) 
II.2.3. Definisi Pelayanan Yang Berkualitas 
Pelayanan yang berkualitas menurut Osborne dan Gebler (1995), 
sertaBloom (1981), antara lain memiliki ciri-ciri seperti: tidak prosedural 
(birokratis), terdistribusi dan terdesentralisasi, serta berorientasi kepada 
pelanggan. 
Sinambela dkk. (2006:6), mengatakan bahwa kualitas pelayanan prima 
tercermin dari: 
1. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, muda dan dapat 
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 
memadai serta mudah mengerti 
2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai 




3. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 
kemampuan memberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 
pada prinsip efisiensi dan efektivitas, 
4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 
masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 
masyarakat 
5. Kesamaan hak,yaitu pelayanan yang tidak melakuakan diskriminasi 
dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status 
sosial, dan 
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 
pelayanan publik. 
Kasmir(2005:31), mengatakan bahwa pelayanan yang baik adalah 
kemampuan seseorang dalam memberikan pelayanan yang dapat memberikan 
kepuasan kepada pelanggan dengan standar yang ditentukan. 
Menurut Zethaml danHaywood Farmerdalam Warella (1997:17), mengatakan 
ada tiga karakteristik utama tentang pelayanan, yaitu: 
1. Intangibility 
berarti bahwa pelayanan pada dasarnya bersifat perfomance dan 
hasil pengalaman dan bukannya objek. Kebanyakan pelayanan tidak 
dapat dihitung, diukur,diraba atau dites sebelum disampaikan untuk 
menjamin kualitas. Berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh suatu 






berarti pemakai jasa atau klien atau pelanggan memiliki 
kebutuhan yang sangat heterogen. Pelanggan dengan pelayanan yang 
sama mungkin mempunyai prioritas berbeda. Demikian pula performence 
sering bervariasi dari suatu prosedur ke prosedur lainnya bahkan dari 
waktu ke waktu 
3. Inseparability 
berarti bahwa produksi dan konsumsi suatu pelayanan tidak 
terpisahkan. Konsekuensinya di dalam industri  pelayanan kualitas tidak 
direkayasa ke dalam produksi disektor pabrik dan kemudian disampaikan 
kepada pelanggan. Kualitas terjadi selama interaksi antara klien dan 
penyedia jasa. 
Menurut Zeithaml, keputusan seseorang konsumen untuk mengonsumsi 
atau tidak mengonsumsi suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh berbagai faktor 
antara lain adalah persepsinya terhadap kualiatas pelayanan. Dengan kata lain, 
baik buruknya kualitas pelayanan yang diberikan provider (penyedia layanan) 
tergantung persepsi  konsumen atau pelayanan yang diberikan. Pernyataan ini 
menunjukkan adanya interaksi yang kuat antara “kepuasan konsumen” dengan 
kualitas pelayanan. 
Zeithaml-Parasuraman-Berry(1990) (dalam Pasolong2008) , untuk 
mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, 
ada indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi 





1. Tangibles (bukti fisik):kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, 
komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. 
2. Reliability (kepercayaan):kemampuan dan keandalan untuk menyediakan 
pelayanan yang terpercaya. 
3. Responsiveness (daya tanggap):kesanggupan untuk membantu dan 
menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap 
keinginan konsumen. 
4. Assurance (jaminan):kemampuan dan keramahan serta sopan santun 
pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. 
5. Emphaty (empati):sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai 
terhadap konsumen.  
II.3.Kerangka pikir 
Dalam memberikan pelayanan publik, seluruh kantor dinas termasuk 
Kantor Dinas Catatan Sipil Kab.Pangkep dituntut memberikan pelayanan dengan 
pola penyelenggaraan yang sesuai dengan aturan. Namun nyatanya, pelayanan 
saat ini masih kurang dari yang diinginkan dan belum sesuai dengan kualitasnya, 
walaupun sudah berjalan dengan semestinya.Berbicara mengenai kualitas 
pelayanan, ukurannya bukan hanya ditentukan oleh pihak yang melayani saja 
tetapi lebih banyak ditentukan oleh pihak yang dilayani, dan karena merekalah 
yang menikmati layanan sehingga dapat mengukur kualitas pelayanan 
berdasarkan harapan-harapan mereka dalam memenuhi kepuasannya (Atep 
Adya Barata 2006:38). 
Untuk menentukan kualitas pelayanan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil 




dikemukakan oleh Zeithaml-Parasurman-Berry(1990), ada 5 indikator untuk 
mengukur kualitas pelayanan yaitu: 
 
 
1. Tangibles (bukti fisik)  
2. Reliability (kepercayaan) 
3. Responsiveness(daya tanggap) 
4. Assurance (jaminan) 











































Agar penelitian ini lebih terarah serta sesuai dengan tujuan yang 
diinginkan berdasarkan konsep yang diajukan, maka pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah kuantitatif yaitu mencari data/informasi dari realitas 
permasalahan yang ada dengan mengacu pada pembuktian konsep atau teori 
yang digunakan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
kualitas pelayanan diantara variabel-variabel tersebut. 
III.2. Lokasi penelitian 
Penelitian yang dilaksanakan di kantor Dinas Kependudukan Catatan 
Sipil Kab. Pangkep. Jl H. M. Arsyad B No 25 kec. Pangkajene Kab. Pangkep. 
III.3. Jenis Penelitian 
Jenis penelitan yang digunakan oleh peneliti berdasarkan tujuan 
penelitian adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk 
mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat 
perbandingan. Penelitian deskriptif dibuat secara sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Berdasarkan teknik 
pengumpulan data, peneliti menggunakan penelitian survei, di mana dalam 






III.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 
Tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Melalui teknik 
pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dari penelitian. Untuk 
memperoleh data adapun sumber data dari penelitian ini adalah: 
1. Data primer 
Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari 
informan berupa informasi dan persepsi sertan tanggapan yang 
berkaitan dengan penelitian ini seperti hasil wawancara atau hasil 
pengisian kuisioner yang bisa dilakukan oleh peneiti. Dalam 
mengumpulkan data primer dilakukan dengan dua cara, 
yaitu:Kuesioner (Questionnaire) adalah satu alat ukur dalam 
penelitian untuk melihat fenomena yang ada. Kuesioner merupakan 
teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat 
pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 
dijawabnya (Sugiyono, 2011: 142). Dalam penelitian ini cara 
pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan 
yang telah tersedia jawabannya. 
2. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau 
sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan 
(Uber Silalahi, 2010:291). Data sekunder merupakan data-data yang 
diperoleh dari data perpustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini 






3.  Studi kepustakaan  
Studike pustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data 
dengan menggunakan dan mempelajari literatur buku-buku 
kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-
teori yang berhubungan erat dengan permasalahan. Studi 
kepustakaan bersumber pada lapoan-laporan, skripsi, buku, surat 
kabar dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan 
permasalahan yang diteliti.  
III.5. Definisi Operasional 
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan 
kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian perlu 
disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam 
penelitian ini antara lain:  
1. Tangibles (bukti fisik) :meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan 
sarana dan komunikasi serta kendaraan operasional. Dengan demikian 
bukti langsung/ wujud merupakan satu indikator yang paling kongkrit. 
Wujudnya berupa segala fasilitas secara nyata dapat terlihat. 
2. Reliability (kepercayaan) :merupakan kemampuan memberi pelayanan 
yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Menurut lovelock 
reliability adalah kemampuan perusahaan untuk menampilkan pelayanan 
yang dijanjikan secara tepat dan konsisten.keandalan dapat diartikan 
mengerjakan dengan benar sampai kurun waktu tertentu. pemenuhan 




kecakapan dalam menanggapi keluhan pelanggan serta pemberian 
pelayanan secara wajar dan akurat. 
3. Responsiveness ( daya tanggap ): yaitu sikap tanggap pegawai dalam 
memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan 
dengan cepat kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap 
tanggap dari petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan. 
Sikap tanggap ini merupakan suatu akibat akal dan pikiran yang 
ditunjukkan pada pelanggan. 
4. Assurance ( jaminan ): mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan 
dan  sifat dapatdipercaya yang dimiliki pegawai, bebas dari bahaya,risiko 
dan keragu-raguan. Jaminan adalah upaya perlindungan yang disajikan 
untuk masyarakat bagi warganya terhadap resiko yang apabila resiko itu 
terjadi akan dapat mengakibatkan  gangguan dalam struktur kehidupan 
yang normal. 
5. Emphaty ( empati ): meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 
komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. Empati 
merupakan individualized attention to customer. Empati adalah perhatian 
yang dilaksanakan secara pribadi atau individu terhadap pelanggan 

























( bukti fisik ) 
a. Kesalahan data (nama, tempat, tanggal 
lahir, dll) 
b. Penumpukan berkas 
c. Kelengkapan sarana dan prasarana  
(ruang tunggu, toilet, mushalla, dan 
tempat parkir yang memadai) 
d. Ruang pelayanan yang nyaman (ruang 
tunggu) 
e. Sarana informasi yang disediakan 
Reliability  
( kepercayaan ) 
a. Ketepatan waktu dalam pengurusan 
b. Kemudahan persyaratan pelayanan 
c. Kesederhanaan prosedur pelayanan 
d. Kewajaran dan kejelasan biaya 
e. Pelaksanaan program pelayanan gratis 
f. Kedisiplinan pegawai 
g. Kejelasan tanggung jawab (tugas) dalam 
memberikan pelayanan 
Responsiveness 
( daya tanggap ) 
a. Sikap petugas terhadap kebutuhan dan 
keluhan masyarakat 
b. Pelayanan yang cepat dan tepat 








 ( jaminan ) 
a. Sikap yang diberikan petugas/pegawai 
dalam memberikan pelayanan 
b. Kecermatan petugas/pegawai 
c. Kemampuan dan keterampilan 
petugas/pegawai dalam memberikan 
pelayanan 
d. Pengetahuan pegawai yang luas 
sehingga dapat menjawab pertanyaan 
pelanggan dengan baik 
e. Pola komunikasi. 
Emphaty  
( empati ) 
a. Keramahan petugas/pegawai dalam 
memberikan pelayanan  
b. Kemampuan petugas dalam memahami 
keinginan pelanggang dengan baik 
c. Keadilan dalam memberikan pelayanan 
d. Kemudahan dalam menjalin hubungan 
dengan petugas/pegawai 
e. Mampu memberikan kesan yang baik 
dalam memberikan pelayanan 
 
III.6. Populasi dan Sampel 
Unit analisis adalah unit yang akan diteliti atau dianalisa. Unit analisis 
dalam penelitian ini adalah individu yang menerima pelayanan dalam hal ini 




Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep. Populasi adalah 
keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti. Populasi dalam penelitian ini 
adalah masyarakat yang melakukan pengurusan akta kelahiran di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep. Sedangkan sampel 
adalah bagian populasi yang ingin diteliti. Sampel juga merupakan bagian atau 
sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari suatu populasi dan diteliti secara 
rinci. 
Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian menggunakan 
non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak 
memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 
dipilih menjadi anggota sampel. Adapun teknik penarikan sampel yang 
digunakan ialah sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan dalam penelitian ini adalah karena 
fokus penelitian mengenai kualitas pelayanan publik maka, sampel sumber data 
yang relevan ialah masyarakat yang pernah mengurus akta kelahiran di Dinas 
Kependudukan Catatan Sipil. 
Adapun sampel dalam penelitian sebanyak90 orang. Jumlah ini diambil 
karena melihat data yang didapatkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipilbahwa rata-rata yang mengurus akta kelahiran di Dinas kependudukan dan 
Catatan Sipil  sebayak 90 orang perharinya.  
III.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Penganalisaan data merupakan suatu proses lanjutan dari proses 
pengolahan data untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data, kemudian 




Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
deskriptif kuantitatif dengan metode tabel frekuensi, yaitu menganalisa data 
dengan cara mendiskripsikan atau mengambarkan data yang telah terkumpul 
yang menyajikan dalam bentuk angka-angka tanpa bermaksud membuat 
kesimpulan yang berlaku umum. Adapun rumus yang digunakan untuk 
menganalisis tabel yaitu: 
 
Keterangan: 
P= persentase (%) 




  ∑( f. X)= Jumlah skor kategori jawaban 
N= Jumlah responden 
 
Rata Persen = 
Rata−rata Skor
Banyaknya Klasifikasi Jawaban
𝑥 100 % 
 
Selain tabel frekuensi, analisa data juga dilakukan dengan menggunakan 
skala likert. Skala likert dikembangkan oleh rensist likert (1932) yang paling 
sering digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi responden terhadap 
suatu objek (husaini usman & purnomo setiady, 2004:69). Pemberian skor 














Sangat sering / sangat lengkap / sangat nyaman / sangat 
layak dan memadai / sangat tepat waktu / sangat mudah / 
sangat sederhana / sangat wajar dan jelas / berjalan sangat 
baik / sangat tanggap / sangat cepat dan tepat / sangat disiplin 
/ sangat jelas / sangat sopan / sangat cermat / sangat bagus / 
sangat baik / sangat ramah / sangat adil  
Skor 4 
Sering / lengkap / nyaman / layak dan memadai / tepat waktu / 
mudah / sederhana / wajar dan jelas / berjalan baik / tanggap / 
cepat dan tepat / disiplin / jelas / sopan / cermat / bagus  / baik 
/ ramah  / adil  
Skor 3 
Jarang / tidak lengkap / tidak nyaman / tidak layak dan tidak 
memadai / tidak tepat waktu / tidak mudah / tidak sederhana / 
tidak wajar dan jelas/ berjalan tidak baik / tidak tanggap / tidak 
cepat dan tidak tepat / tidak disiplin / tidak jelas / tidak sopan / 
tidak cermat / tidak bagus  / tidak baik / tidak ramah  / tidak adil  
Skor 2 
Sangat jarang / sangat tidak lengkap / sangat tidak nyaman / 
sangat tidak layak dan tidak memadai / sangat tidak tepat 
waktu / sangat tidak mudah / sangat tidak sederhana / sangat 
tidak wajar dan jelas / berjalan sangat tidak baik / sangat tidak 
tanggap / sangat tidak cepat dan tidak tepat / sangat tidak 
disiplin / sangat tidak jelas / sangat tidak sopan / sangat tidak 
cermat / sangat tidak bagus  / sangat tidak baik / sangat tidak 






Untuk mengetahui berkualitas atau tidaknya pelayanan akta kelahiran di 
dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten pangkep, maka penulis 
membuat suatu ukuran yaitu sebagai berikut : 
1. sangat berkualitas  : 76%-100% 
2. berkualitas   : 51%-75% 
3. tidak berkualitas  : 26%-50% 


















HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
IV. 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
Kabupaten Pangkajene dan kepulauan biasa dikenal dengan pangkep, 
tiga dimensi, dan kota bolu. Hal tersebut tentunya disebabkan karena 
karakteristik wilayahnya yang merupakan perwakilan dari seluruh morfologi 
lahan, yaitu dataran tinggi (pegunungan), dataran rendah dan kepulauan. 
Karakteristik wilayah tersebut sehingga menjadikan kabupaten 
pangkajene dan kepulauan disebut sebagai miniatur indonesia. Hal lain yang 
mendukung sebutan tersebut adalah masyarakatnya heterogen yang terdiri dari 
berbagai suku, diantaranya: bugis, makassar, mandar dan tator, jawa dan suku 
lainnya. 
Kabupaten pangkajene dan kepulauan memiliki luas wilayah 1.112,29 
km2 atau 111.229 Ha, sedangkan luas wilayah yang merupakan penetapan dari 
dua kementerian Lembaga Negara yaitu seluas 12.362,29 km2 masing-masing : 
luas darat menurut permendagri No. 66 tahun 2011 yaitu 898,29 km2 dan luas 
laut 4 mil menurut Bakosurtanal (2011) dalam buku cakupan dan luas wilayah 
daerah otonom seluruh Indonesia yaitu 11.464 km2. 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak di bagian barat dari Provinsi 
Sulawesi Selatan, dengan ibu kota pangkajene dan sebagai pusat pelayanan 
wilayah bagi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan , selain itu karena letaknya 




Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada koordinat antara 
110osampai 119o Bujur Timur dan 4o 40’ sampai 8o 00” lintang Selatan atau 
terletak di Pantai barat Sulawesi selatan dengan batas-batas wilayah 
administrasi sebagai berikut: 
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru. 
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros. 
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten 
Maros. 
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau kalimantan,pulau jawa dan 
madura, pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali. 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan, 
dimana 9 kecamatan berada di daratan yang meliputi 2 kecamatan berada di 
wilayah daratan tinggi (pegunungan) yaitu Kecamatan Balocci dan Tondong 
Tallasa dan 7 Kecamatan berada di wilayah dataran rendah yaitu Kecamatan 
Pangkajenne, Bungoro, Labakkang, Ma’rang, Segeri, Minasate’ne dan Mandalle, 
sedangkan 4 kecamatan berada di wilayah kepulauan yaitu kecamatan Liukang 
Tangaya, Liukang Kalmas, Liukang Tupabbiring dan Liukang Tupabbiring Utara. 
Dengan demikian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dikenal sebagai 
daerah 3 dimensi yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. 
IV.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dan kebijakan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep 
a. Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Pangkep 
” mewujudkan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan 




nomor induk kependudukan (NIK), pencatatan sipil serta penerapan 
e-KTP 2015” 
b. Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep 
Sebagai langkah tindak lanjut untuk mewujudkan visi, maka perlu 
dirumuskan suatu misi yang dapat mendorong alokasi sumber daya 
manusia maupun sumber daya alam yang akan diolah sehingga 
mempunyai kekuatan untuk mewujudkan visi. 
Misi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten 
pangkajene dan kepulauan adalah: 
a) Meningkatkan kualitas sumber daya aparat. 
b) Membangun prosedur dan mekanisme pelayanan administrasi 
kependudukan kepada masyarakat secara deteksi, 
komunikasi, cepat dan singkat. 
c) Mengembangkan sistem administrasi kependudukan yang 
berbasis teknologi informasi. 
d) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan yang 
berkualitas. 
e) Membangun partisipasi masyarakat untuk meningkatkan 
administrasi kependudukan. 
c. Tujuan 
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan 
misi, sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 
kurun waktu tertentu, jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 




dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sebagai 
berikut: 
a) Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, 
tepat, mudah, efektif dan efisien. 
b) Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan 
administrasi kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan 
kualitas SDM. 
c) Terwujudnya pranata hukum, kelembagaan serta peran serta 
masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, 
pencatatan sipil guna memberikan kepastian dan perlindungan 
sesuai hak-hak penduduk. 
d) Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara 
jumlah, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung 
alam dan daya tampung lingkungan. 
e) Terwujudnya perencanaan kependudukan sebagai dasar 
perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang 
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui 
peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi 
kependudukan. 
Adapun sasaran sebagai bentuk penjabaran dari tujuan yang telah 
ditetapkan diatas, adalah sebagai berikut yaitu: 
a) Terciptanya iklim yang kondusif bagi terselenggaranya pelayanan 





b) Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan pengembangan 
data base kependudukan. 
c) Terciptanya peraturan perundang-undangan yang dapat 
memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk. 
d) Terciptanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara 
pertumbuhan penduduk dan daya tampung lingkungan. 
e) Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam 
rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi 
kependudukan. 
d. Strategi dan Kebijakan 
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tentunya 
dibutuhkan sebuah strategi kebijakan yang harus diterapkan, dalam 
hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan menerapkan strategi kebijakan sebagai 
berikut: 
1. Menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral 
pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dicapai dengan 
pemahaman bahwa: 
a. Pembangunan yang sasarannya adalah penduduk yaitu 
kegiatan yang bersifat lintas sektoral, sehingga memerlukan 
strategikebijakan kependudukan yang bersifat terpadu terhadap 
pengendalian kualitas, kualitas dan pengarahan mobilitas yang 




b.  Dalam rangka menunjang pengelolaan kependudukan 
pembangunan ditempuh dengan mengedepankan hak-hak 
penduduk dan perlindungan sosial serta pemberian 
pemahaman tentang pembangunan yang berwawasan 
kependudukan. 
2. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong 
terakomodirnya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial, hal 
ini dapat dicapai dengan cara: 
a. Menjadikan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil 
dan pengelolaan informasi dilaksanakan dalam rangka 
memenuhi kebutuhan masyarakat. 
b. Menerbitkan identitas dan dokumen kependudukan 
dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum serta 
kemudahan dalam pelayanan sosial lainnya. 
c. Mencegah segala macam bentuk penyalahgunaan pelayanan 
yang merugikan masyarakat. 
3. Menciptakan sistem administrasi kependudukan melalui 
komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat. 
a. Dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 
melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 
b. Pembentukan forum koordinasi dan komunikasi antar berbagai 





c. Pengembangan pusat data terpadu sebagai muara 
pengumpulan biodata penduduk dari hasil pendaftaran dan 
pencatatan kejadian vital. 
4. Mengelola program dan kegiatan dengan prinsip-prinsip good 
governance, hal ini dicapai dengan cara: 
a. Mengerjakan proses kegiatan pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil serta pengelolaan informasi secara transparan 
dan memenuhi standar akuntabilitas kinerja. 
b. Pengelolaan seluruh program dilaksanakan oleh  tenaga yang 
memiliki integritas, dedikasi dan kompetensi serta kemampuan 
yang professional. Sebagai langkah tindak lanjut dalam 
pelaksanaan strategi kebijakan secara teknis Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan berusaha melakukan analisa terhadap faktor-
faktor kunci keberhasilan dengan mendekatkan analisis SWOT, 
sebagai mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun 
eksternal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 
IV.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Pangkep 
a.  Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Dinas kependudukan dan catatan sipil mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintah Daerah 




kependudukan dan catatan sipil yang menjadi tanggung jawab dan 
kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
b.   Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep Nomor 11 tahun 2007 pasal 
15, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mempunyai fungsi 
sebagai berikut: 
a.  Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Catatan 
Sipil; 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 
dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil; 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas 
dan kewenangannya; 
d. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi ketatalaksanaan, 
keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; 
e. Pengelolaan Unit Pelaksanan Teknis Dinas; 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
IV.1.3  Struktur Organisasi Didinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 
Kabupaten Pangkep 
Berdasrkan peraturan daerah (perda) Nomor 11 tahun 2007, tanggal 




catatan sipil kabupaten pangkajene dan kepulauan, pada bab VII, pasal 17 
ayat (1) disebutkan seperti berikut: 
Susunan organisasi badan terdiri dari: 
a. Kepala dinas 
b. Sekretariat: 
1. Sub bagian umum dan kepegawaian 
2. Sub bagian perencanaan dan pelaporan 
3. Sub bagian keuangan 
c. Bidang pendaftaran penduduk: 
1.  Seksi identitas kependudukan 
2. Seksi perpindahan penduduk 
d. Bidang catatan sipil: 
1. Seksi catatan kelahiran dan kematian 
2. Seksi catatan perkawinan dan perceraian 
3. Seksi catatan dan perubahan dan mutasi data akte catatan sipil 
e. Bidang pengelolahan data dan dokumen kependudukan: 
1. Seksi sistem teknologi informasi 
2. Seksi analisa data dan pelayanan informasi 
3. Seksi pengelolaan dokumen kependudukan 
f. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) 
g. Kelompok jabatan fungsional 

























IV.1.4 Kepemilikan Akta Catatan Sipil (Akta Kelahiran) 
Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang memuat catatan lengkap dari 
peristiwa penting yang dialami penduduk meliputi kelahiran, kematian, 
perkawinan dan perceraian bagi non muslim, pengakuan anak dan pengesahan 
anak. Akta Catatan Sipil merupakan pengakuan negara atas status 
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keperdataan/sipil seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam 
hubungan dengan pelayanan publik lainnya. 
Akta Kelahiran meliputi register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran 
yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akta Kelahiran 
adalah dokumen kependudukan yang memuat hubungan keperdataan seorang 
anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta kelahiran tersebut dijelaskan tentang 
siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan 
tanpa ayah atau status perkawinannya sah menurut agama dan belum sah 
menurut negara, maka dalam akta kelahiran hanya akan dicamtumkan nama 
ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan 
dengan ibunya saja, kecuali bila anak tersebut telah mendapat akta pengakuan 
anak dari ayahnya setelah disetujui oleh ibu kandungnya atau pengesahan anak. 
Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena merupakan 
dokumen awal yang menjadi dasar dalam layanan publik atau dasar penerbitan 
dokumen lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Adapun pembagian akta kalahiran menurut kecematan yang tedapat di 














Kecamatan Jumlah penduduk 
bersatus kawin 
Kepemilikan akta perkawinan 
Islam Non 
islam 
Islam Non muslim 
Jumlah % Jumlah % 
1 Liukang tangaya 8.187 0 5.142 62.81 0 O 
2 Liukang kalmas 6.153 2 3.916 63.64 0 0 
3 Liukang 
tupabbiring 
7.578 0 4.567 60.27 0 0 
4 Pangkajene 20.794 140 13.448 64.67 113 80,71 
5 Balocci 7.652 88 4.741 61.96 69 78,41 
6 Bungoro 19.934 270 12.576 63.08 195 72.22 
7 Labakkang 23.233 48 14.569 62.71 32 66,67 
8 Ma’rang 16.108 20 9.863 61.23 13 65 
9 Segeri 11.050 9 6.914 62,57 5 55,56 
10 Minasate’ne 16.059 148 10.131 63.09 120 81.08 
11 Mandalle 6.951 23 3.942 56.71 18 78.26 
12 Tondong tallasa 5.025 4 3.151 62.71 3 75 
13 Liukang 
tupabbiring utara 
5.747 0 3.415 59.42 0 0 
 Pangkajene dan 
kepulauan  





Tabel diatas menggambarkan bahwa dari 357.344 jika jumlah penduduk 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah terdapat 148,437 orang (41,54%) 
yang telah memiliki akta kelahiran baik hasil pelayanan secara manual maupun 
pelayanan melalui database SIAK yang berbasis NIK secara nasional, 
sedangkan penduduk yang belum memiliki akta kelahiran masih terdapat 
208,907(58,46%) 
Apabila kepemilikan akta kelahiran dilihat dari setiap kecamatan maka 
kecamatan minasate’ne (49,87%) dan kecamatan balocci (49,16%) menempati 
persentase tertinggi penduduk yang telah memiliki akta kelahiran, itu artinya 
bahwa penduduk kecamatan minasate’ne dan kecamatan balocci memiliki 
kepedulian atau kesadaran dalam kepemilikan akta kelahiran yang lebih baik 
dibandingkan kecamatan lain yang ada di kabupaten pangkajene dan kepulauan. 
Sedangkan kecamatan persentase terendah dalam kepemilikan akta kelahiran 
adalah kecamatan yang berada di wilayah kepulauan yaitu secara berturut 
kecamatan liukang kalmas (15,16%), kecamatan liukang tupabbiring (16,33%), 
kecamatan liukang tangaya (18,16%), dan kecamatan liukang tupabbiring utara 
(18,16%). Rendahnya kepemilikan akta kelahiran di 4 (empat) kecamatan 
kepulauan, disebabkan karena kondisi geografis yang jauh dan sulit dijangkau 
serta kebutuhan akan akta kelahiran belum menjadi kebutuhan yang mendasar 
yang harus dimiliki, disamping itu masyarakat kepulauan jarang mendapatkan 
layanan publik yang memerlukan dokumen akta kelahiran, kecuali hanya bagi 






Adapun jenis-jenis pelayanan akta kelahiran yang dilaksanakan oleh Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil beserta biaya-biaya yang dibutuhkan dalam 
mengurus akta kelahiran sebagai berikut: 
1.) Jenis pelayanan  
a. Akta kelahiran pokok 
(1). Persyaratan umum 
 a). Anak yang lahir tidak lebih dari 60 hari kerja; 
 b). Lahir di wilayah Kabupaten Pangkep 
 c). WNI (Warga Negara Indonesia; 
 d). Orang tua tidak harus penduduk Kabupaten Pangkep 
(2). Persyaratan administrasi 
 a). Asli surat keterangan persalinan / Kelahiran; 
 b). Asli tripiklat / surat keterangan kelahiran dari Desa / Kelurahan; 
 c). Foto copy akta nikah orang tua; 
 d). Foto copy kartu keluarga (kk) orang tua. 
 e). Foto copy KTP orang tua dan 2 (dua) orang saksi ( umur saksi 
paling sedikit 21 tahun). 
 f). Surat kuasa bermeterai Rp.6000,- dan foto copy KTP yang 
diberi kuasa apabila dikuasakan. 
 g). Menunjukkan dokumen aslinya. 
b. Akta kelahiran istimewa 
 1. Persyaratan umum  
 a). Anka yang lahir sejak 1-1-2011 s/d usia lebih dari 60 hari 




 b). Lahir di wilayah Kabupaten Pangkep maupun di luar 
Kabupaten pangkep; 
 c). WNI, WNA; 
 d). Penduduk Kabupaten Pangkep. 
2. Persyaratan administrasi  
 a). Asli tripiklat / surat keterangan kelahiran dari Desa / 
Kelurahan; 
b). Foto copy akta nikah atau duplikat akta nikah orang tua; 
c). Foto copy kartu keluarga; 
d). Foto copy KTP orang tua 2 orang saksi, yang masih 
berlaku. 
  3.  persyaratan tambahan yang dilampirkan bila ada 
 a). Foto copy ijazah / STTB; 
 b). Foto copy akta cerai apabila orang tua sudah cerai; 
 c). Foto copy penetapan anak angkat dari pengadilan; 
d). Surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- dan foto copy KTP 
yang diberi kuasa bila permohonannya dikuasakan; 
e). Penetapan pengadilan bagi WNA; 
f). Menunjukkan dokumen aslinya. 
c. Akta kelahiran dispensasi 
 1. persyaratan umum 




b). Lahir di wilayah Kabupaten Pangkep maupun 
luarkabupaten Pangkep; 
  c). WNI,WNA; 
  d). Penduduk Kabupaten Pangkep. 
 2. persyaratan administrasi 
 a). Asli tripiklat / surat keterangan kelahiran dari Desa / 
Kelurahan; 
b). Foto copy akta nikah atau surat keteranagan nikah dari 
Desa/ Kelurahan bagi yang nikahnya sebelum tahun 2011; 
c). Foto copy kartu keluarga; 
d). Foto copy KTP orang tua 2 orang saksi, yang masih 
berlaku 
 3. persyaratan tambahan yang dilampirkan bila ada 
  a). Foto copy ijazah / STTB; 
 b). Foto copy akta cerai apabila orang tua sudah cerai; 
 c). Foto copy penetapan anak angkat dari pengadilan; 
d). Surat kuasa bermeterai Rp. 6.000,- dan foto copy KTP 
yang diberi kuasa bila permohonannya dikuasakan; 
e). Penetapan pengadilan bagi WNA; 






2). Biaya Kelahiran 
 a. Kelahiran pokok 
1. WNI 
 a). Anak kesatu dan kedua : gratis 
 b). Anak ketiga dan seterusnya : gratis 
c). Penggantian kutipan kedua dst : Rp. 35.000,- (karena rusak 
atau hilang); 
 2. WNA 
  a). Anak kesatu dan kedua : Rp. 50.000, 
  b). Anak ketiga dan seterusnya : Rp. 100.000, 
 c). Penggantian kutipan kedua dst :Rp. 80.000,- (karena rusak 
atau hilang) 
b. Kelahiran istimewa 
1. WNI 
 a). Anak kesatu dan kedua : Rp. 20.000, 
 b). Anak ketiga dan seterusnya : Rp. 27.000, 
 c). Penggantian kutipan kedua dst : Rp. 35.000,- (karena rusak 
atau hilang) 
2. WNA 
 a). Anak kesatu dan kedua : Rp. 75.000, 




 c). Penggantian kutipan kedua dst : Rp. 80.000,- (karena rusak 
atau hilang) 
IV.1.5  PROSEDUR DAN BIAYA PELAYANAN AKTA KELAHIRAN 
Prosedur dan biaya pelayanan akta kelahiran berdasarkan Peraturan 
Daerah  Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
 
BAB  XII 
PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN 
Bagian Kedua 
 Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil 
Pasal  112 
Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam 
Daerah merupakan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah sesuai dengan peraturanper undang-undangan yang 
mengatur mengenai retribusi daerah. 
Pasal  108 
(2) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila 
melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal: 
a) Kelahiran sebagai manadi maksud dalam Pasal 65 ayat (1) atau 







Pasal  111 
(1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 
108, Pasal 109, dan Pasal 110 merupakan penerimaan daerah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai  tata cara penerimaan dan 
penyetoran denda  administratif  ke kas daerah sebagaimana  
dimaksud  pada ayat (1)  diatur dengan Peraturan Bupati. 




Pasal  65 
(1) Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua atau 
keluarganya atau kuasanya kepada Dinas  Kependudukan dan 
Catatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. 
(2) Pelaporan dan pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bagimereka yang lahir di luar 
maupun dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, 
dengan ketentuan orang tua yang bersangkutan berdomisili di 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat 
PencatatanSipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilatau 
UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan mencatat pada Register Akta 




Pasal  66 
(1) Pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya 
atau keberadaan orang tuanya, didasarkanpada laporanorang yang 
menemukan di lengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian. 
(1) Berdasarkan laporan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) Pejabat 
Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilatau 
UPTD Pencatatan Sipil Kecamatan mencatat pada Register Akta 
Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan disimpanoleh 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 
Pasal  67 
(1) Kelahiran WNI yang berasaldari Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan di luarnegeri wajib dicatatkan pada instansi yang 
berwenang di negara setempat dan dilaporkan ke pada Perwakilan 
Republik Indonesia. 
(2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, 
pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. 
(3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan 
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 
(4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 




hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan. 
Pasal  68 
(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) 
yang melampaui batas waktu 60 (enampuluh) hari sampai dengan 1 
(satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan 
setelah mendapatkan perse tujuan Kepala Dinas Kependudukan dan 
Catatan SipilKabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 
(2) Pencatatankelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahunse 
bagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan 
penetapan pengadilan negeri. 
Pasal  69 
(1) Batas waktu 60 (enam puluh) hari pelaporan kelahiran anak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65ayat (1), diberlakukan bagi 
anak yang lahir setelah penetapan Peraturan Daerahini. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara 
pencatatan pelaporan peristiwa kelahiran diatur dengan Peraturan 
Bupati. 
IV.2 HASIL PENELITIAN 
 IV.2.1 Karakteristik Responden 
Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan 
(kuesioner) yang telah disebarkan kepada masyarakat Kecamatan 




penelitian ini menggunakan 90 koesioner yang disebarkan pada 
masyarakat sebagai pelanggan. Kemudian seluruh kuesioner tersebut 
terisi penuh oleh responden sehingga data dalam penelitian ini dapat 
dikatakan lengkap dan layak di analisa. 
Berikut ini akan dipaparkan karakteristik responden secara umum 
menurut jenis kelamin, umur dan pendidikan terakhir. 
IV.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Karakteristik responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini 
berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan dalam tabel 1 di bawah ini : 
Tabel 4.2.1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
No  Jenis kelamin  Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 Laki-laki 41 45,6 
2 Perempuan 49 54,4 
 Jumlah  90 100 
  Sumber : Diolah  dari data primer, 2015 
 Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa dari 90 orang yang 
merupakan responden yang terbanyak adalah berjenis kelamin 
perempuan sebesar 49 orang sedangkan laki-laki sebanyak 41 orang. 
Dari tabel tersebut  diatas nampak bahwa masyarakat yang sering 
melakukan pengurusan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan Dan 
Catatan Sipil Kabupaten Pangkep didominasi oleh kelompok 
perempuan. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran perempuan 




akta kelahiran, selain itu perempuan juga lebih mengerti tentang 
kepengurusan surat-surat kependudukan di bandingkan kaum laki-laki. 
IV.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan umur 
 Karakteristik responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini 
berdasarkan umur ditunjukkan dalam tabel 2 di bawah ini : 
Tabel 4.2.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan umur 
No  Klasifikasi umur Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 20 tahun kebawah 1 1,1 
2 21-30 tahun 26 28,9 
3 31-40 tahun 39 43,3 
4 41-50 tahun 16 17,8 
5 51 tahun keatas 8 8,9 
 Jumlah 90 100 
  Sumber  :Diolah  dari data primer, 2015  
 Tabel 2 menunjukkan kebanyakan umur responden berada pada 
kisaran umur 31 s/d 40 tahun sebesar 43,3% sedangkan yang terkecil 
berada pada umur 20 tahun kebawah yaitu sebesar 1,1%. Tingkat usia 
tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah usia 
dewasa. Hal ini disebabkan karena dalam kepengurusan akta kelahiran 
yang paling dominan yang dilakukan oleh masyarakat yang masih muda 





IV.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini berdasarkan 
pendidikan terakhir ditunjukkan dalam tabel 3 di bawah ini : 
Tabel 4.2.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
No  Pendidikan  Jumlah (orang) Persentase (%) 
1 SD 15 16,7 
2 SMP/Sederajat 27 30 
3 SMA/Sederajat 37 41,1 
4 Diploma  1 1,1 
5 S1 9 10 
6 S2 1 1,1 
 Jumlah  90 100 
  Sumber :Diolah  dari data primer, 2015  
Dari tabel diatas bahwa mayoritas responden adalah berpendidikan 
SMA/Sederajat sebanyak 41,1. Sedangkan persentaseresponden terkecil 
yaitu sebesar 1,1 berasal dari klasifikasi responden dengan pendidikan 
terakhir Diploma dan S2. 
IV.2.2 Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran 
Untuk menentukan kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan Dan 
Catatan Sipil Kabupaten Pangkep maka teori yang digunakan teori yang 
dikemukakan oleh Zeithaml-Parasurman-berry (1990), ada 5 indikator 
untuk mengukur kualitas pelayanan yaitu: Tangibles (bukti fisik), Reliability 





IV.2.2.1 Dimensi Tangibles (Bukti Fisik) 
Tangibles (bukti fisik) adalah fasilitas fisik, perlengkapan pegawai dan 
sarana dan komunikasi serta kendaraan operasional. Dengan demikian 
bukti langsung/ wujud merupakan satu indikator yang paling kongkrit. 
Wujudnya berupa segala fasilitas secara nyata dapat terlihat. 
Untuk mengukur dimensi tangibles (bukti fisik) dalam upaya 
mengetahui kualitas pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil kabupaten Pangkep, penulis dapat mengukur lima indikator 
yaitu: 
1. Kesalahan Data Pelayanan 
Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai kesalahan 
data pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Pangkep. 
Tabel 4.2.4 
  Tanggapan Responden Tentang Kesalahan Data Pelayanan 
No Tanggapan responden  X F F.X Persentase% 
1 Sangat sering 4 2 8 2,22 
2 Sering 3 39 117 43,33 
3 Tidak sering 2 35 70 38,89 
4 Sangat tidak sering 1 14 14 15,56 








= 𝟐, 𝟑𝟐 




     Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang 
paling banyak adalah seringdengan jumlah frekuensi 39 dan persentase 
43,33%, sedangkan tanggapan responden yang paling sedikit adalah 
sangat sering dengan jumlah frekuensi 2 dan persentase 2,22%. Dari data 
yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan data pelayanan 
di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep masih 
sering terjadi. 
2. Penumpukan Berkas 
Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai penumpukan 
berkas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep.  
Tabel 4.2.5 
Tanggapan Responden Tentang Penumpukan Berkas 
No Tanggapan 
responden 
X F F.X Persentase% 
1 Sangat sering 4 5 20 5,56 
2 Sering 3 39 117 43,33 
3 Tidak sering 2 36 72 40 
4 Sangat tidak sering 1 10 10 11,11 








= 𝟐, 𝟒𝟑 
Sumber :Diolah  dari data primer, 2015  
Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden 
yang paling banyak adalah seringdengan jumlah frekuensi 39 dan 




adalah sangat sering dengan jumlah frekuensi 5 dan persentase 5,56%. 
Maka dapat disimpulkan bahwa penumpukan berkas di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep masih sering terjadi. 
3. Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Pelayanan 
 Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai kelengkapan 
sarana dan prasarana pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kabupaten Pangkep.  
Tabel 4.2.6 
Tanggapan Responden Tentang Kelengkapan Sarana Dan Prasarana 
Pelayanan 
No Tanggapan Responden  X F F.X Persentase% 
1 Sangat lengkap 4 - - - 
2 Lengkap 3 14 42 15,55 
3 Tidak lengkap 2 25 50 27,78 
4 Sangat tidak lengkap 1 51 51 56,67 
 Jumlah  90 143 100 







= 𝟏, 𝟓𝟗 
Sumber : Diolah  dari data primer, 2015  
Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang 
paling banyak adalah sangat tidak lengkap dengan jumlah frekuensi 51 dan 
persentase 56,67%, sedangkan tanggapan responden yang paling sedikit 
adalahlengkap dengan jumlah frekuensi 14 dan persentase 15,55%, serta 
tidak ada satu responden pun yang memberi tanggapan sangat lengkap. 




pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep 
dikategorikan sangat tidak lengkap. 
4. Ruang Pelayanan Yang Nyaman 
 Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai ruang 
pelayanan yang nyaman di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Pangkep. 
Tabel 4.2.7 
Tanggapan Responden Tentang Ruang Pelayanan Yang Nyaman 
No  Tanggapan responden X F F.X Persentase 
1 Sangat nyaman 4 - - - 
2 Nyaman 3 6 18 6,67 
3 Tidak nyaman 2 28 56 31,11 
4 Sangat tidak nyaman 1 56 56 62,22 








= 𝟏, 𝟒𝟒 
Sumber : Diolah  dari data primer, 2015  
Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden 
yang paling banyak adalah sangat tidak nyaman dengan jumlah frekuensi 
56 dan persentase 62,22%, sedangkan tanggapan responden yang paling 
sedikit adalahnyaman dengan jumlah frekuensi 6 dan persentase 6,67%, 
serta tidak ada satu responden pun yang memberi tanggapan sangat 




Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep di kategorikan 
sangat tidaknyaman. 
5. Sarana Informasi Yang Disediakan 
Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai sarana 
informasi yang disediakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Pangkep. 
Tabel 4.2.8 
Tanggapan Responden Tentang Sarana Informasi Yang Disediakan 
No Tanggapan responden X F F.X Persentase% 
1 Sangat layak dan memadai 4 2 8 2,22 
2 Layak dan memadai 3 17 51 18,89 
3 Tidak layak dan tidak  memadai 2 60 120 66,67 
4 Sangat tidak layak dan tidak 
memadai 
1 11 11 12,22 








= 𝟐, 𝟏𝟏 
Sumber : Diolah  dari data primer, 2015  
Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden 
yang paling banyak adalah tidak layak dan tidak  memadaidengan jumlah 
frekuensi 60 dan persentase 66,67%%, sedangkan tanggapan responden 
yang paling sedikit adalahsangat layak dan memadai dengan jumlah 




informasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep di 
kategorikan tidak layak dan tidak memadai.  
 Tabel 4.2.9  
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Tangibles (Bukti 
Fisik) 





1 kesalahan data pelayanan  2,32 58 Berkualitas 
2 Penumpukan berkas  2,43 60,75 Berkualitas 
3 kelengkapan sarana dan 
prasarana pelayanan  
1,59 39,75 Tidak 
berkualitas 
4 Ruang pelayanan yang 
nyaman  
1,44 36 Tidak 
berkualitas 
5 Sarana informasi yang 
disediakan 
2,11 52,75 Berkualitas 
 Rata-rata skor dan 
persentase 
1,978 49,45 Tidak 
berkualitas 
Sumber : Diolah  dari data primer, 2015  
Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai 
dimensi tangibles (bukti fisik) rata-rata skor dan persentase tertinggi yang 
di dapat adalah pada indikator penumpukan berkas yaitu dengan rata-rata 
skor 2,43 dan persentase 60,75%. Sedangkan rata-rata skor dan 
persentase terendah adalah pada indikator rungan pelayanan yang 
nyaman yaitu dengan rata-rata skor 1,44 dan perentase 36%. Dengan 




kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep 
tidak berkualitas. 
IV.2.2.2 Dimensi Reliability (Kepercayaan) 
Reliability (kepercayaan) merupakan kemampuan memberi pelayanan 
yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Menurut lovelock reliability 
adalah kemampuan perusahaan untuk menampilkan pelayanan yang 
dijanjikan secara tepat dan konsisten. keandalan dapat diartikan 
mengerjakan dengan benar sampai kurun waktu tertentu. Pemenuhan janji 
pelayanan yang tepat dan memuaskan meliputi ketepatan waktu dan 
kecakapan dalam menanggapi keluhan pelanggan serta pemberian 
pelayanan secara wajar dan akurat. 
Untuk mengukur dimensi Reliability (kepercayaan) dalam upaya 
mengetahui kualitas pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, penulis dapat mengukur lima indikator 
yaitu:  
1. Ketepatan Waktu Dalam Pengurusan 
Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai Ketepatan waktu 










Tanggapan Responden Tentang Ketepatan Waktu Dalam 
Pengurusan 
No Tanggapan responden X F F.X Persentase% 
1 Sangat tepat waktu 4 1 4 1,11 
2 Tepat waktu 3 36 108 40 
3 Tidak tepat waktu 2 51 102 56,67 
4 Sangat tidak tepat waktu 1 2 2 2,22 








= 𝟐, 𝟒 
Sumber : Diolah  dari data primer, 2015  
Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang 
paling banyak adalah tidak tepat waktu dengan jumlah frekuensi 51 dan 
persentase 56,67%, sedangkan tanggapan responden yang paling sedikit 
adalahsangat tepat waktu dengan jumlah frekuensi 1 dan persentase 
1,11%. Maka dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu dalam 
pengurusan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep 
tidak tepat waktu. 
2. Kemudahan Persyaratan Pelayanan 
Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai kemudahan 







Tanggapan Responden Tentang Kemudahan  Persyaratan Pelayanan 
No Tanggapan responden X F F.X Persentase% 
1 Sangat mudah 4 5 20 5,56 
2 Mudah 3 66 198 73,33 
3 Tidak mudah 2 19 38 21,11 
4 Sangat tidak mudah 1 - - - 








= 𝟐, 𝟖𝟒  
Sumber :Diolah  dari data primer, 2015  
Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang 
paling banyak adalah mudahdengan jumlah frekuensi 66 dan persentase 
73,33%, sedangkan tanggapan responden yang paling sedikit adalah 
sangat mudah dengan jumlah frekuensi 5 dan persentase 5,56%. serta 
tidak ada satu responden pun yang memberi tanggapan sangat tidak 
mudah. Maka dapat disimpulkan bahwa kemudahan persyaratan 
pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep 
mudah. 
3. Kesederhanaan Prosedur Pelayanan 
Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai kesederhanaan 







Tanggapan Responden Tentang Kesederhanaan Prosedur 
Pelayanan 
No Tanggapan responden X F F.X Persentase% 
1 Sangat sederhana 4 6 24 6,67 
2 Sederhana 3 63 189 70 
3 Tidak sederhana 2 18 36 20 
4 Sangat tidak sederhana 1 3 3 3,33 








= 𝟐, 𝟖 
Sumber : Diolah  dari data primer, 2015  
Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang 
paling banyak adalah sederhanadengan jumlah frekuensi 63 dan 
persentase 70%, sedangkan tanggapan responden yang paling sedikit 
adalah sangat tidak sederhana dengan jumlah frekuensi 3 dan persentase 
3,33%. Maka dapat disimpulkan bahwa kesederhanaan prosedur 
pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep 
sederhana. 
4. Kewajaran Dan Kejelasan Biaya 
Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai kewajaran dan 







Tanggapan Responden Tentang Kewajaran Dan Kejelasan Biaya 
No Tanggapan responden X F F.X Persentase% 
1 Sangat wajar dan jelas 4 - - - 
2 Wajar dan jelas 3 9 27 10 
3 Tidak wajar dan tidak jelas 2 45 90 50 
4 Sangat tidak wajar dan tidak 
jelas 
1 36 36 40 








= 𝟏, 𝟕  
Sumber : Diolah  dari data primer, 2015   
Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang 
paling banyak adalah tidak wajar dan tidak jelasdengan jumlah frekuensi 45 
dan persentase 50%, sedangkan tanggapan responden yang paling sedikit 
adalahwajar dan jelas dengan jumlah frekuensi 9 dan persentase 10%, 
serta tidak ada satu responden pun yang memberi tanggapan sangat wajar 
dan jelas.  Maka dapat disimpulkan bahwa kewajaran dan kejelasan biaya 
di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep tidak wajar 
dan tidak jelas. 
5. Pelaksanaan Program Pelayanan Gratis 
Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai pelaksanaan 






Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Program Pelayanan 
Gratis 
No Tanggapan responden X F F.X Persentase% 
1 Sangat berjalan baik 4 - - - 
2 Berjalan baik 3 8 24 8,89 
3 Tidak berjalan baik 2 22 44 24,44 
4 Sangat tidak berjalan baik 1 60 60 66,67 
 Jumlah  90 128 100 







Sumber : Diolah  dari data primer, 2015  
Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang 
paling banyak adalah sangat tidak berjalan baik dengan jumlah frekuensi 
60 dan persentase 66,67%, sedangkan tanggapan responden yang paling 
sedikit adalahberjalan baik dengan jumlah frekuensi 8 dan persentase 
8,89%, serta tidak ada satu responden pun yang memberi tanggapan 
sangat berjalan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program 
pelayanan gratis di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Pangkep sangat tidak berjalan baik. 
6. Kedisiplinan Pegawai 
Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai kedisiplinan 







Tanggapan Responden Tentang Kedisiplinan Pegawai 
No Tanggapan responden X F F.X Persentase% 
1 Sangat disiplin 4 1 4 1,11 
2 Disiplin 3 53 159 58,89 
3 Tidak disiplin 2 34 68 37,78 
4 Sangat tidak disiplin 1 2 2 2,22 








= 𝟐, 𝟓𝟗 
Sumber : Diolah  dari data primer, 2015  
Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang 
paling banyak adalah disiplindengan jumlah frekuensi 53 dan persentase 
58,89%, sedangkan tanggapan responden yang paling sedikit 
adalahsangat disiplin dengan jumlah frekuensi 1 dan persentase 1,11%. 
Maka dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan pegawai di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep disiplin. 
7. Kejelasan Tanggung Jawab (Tugas) Dalam Memberikan 
Pelayanan 
Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai Kejelasan tanggung 
jawab (tugas) dalam memberikan pelayanan di Dinas Kependudukan 






Tanggapan Responden Tentang Kejelasan Tanggung Jawab (Tugas) Dalam 
Memberikan Pelayanan 
No Tanggapan responden X F F.X Persentase% 
1 Sangat jelas 4 3 12 3,33 
2 Jelas 3 52 156 57,78 
3 Tidak jelas 2 33 66 36.67 
4 Sangat tidak jelas 1 2 2 2,22 








= 𝟐, 𝟔𝟐 
Sumber : Diolah  dari data primer, 2015  
Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang 
paling banyak adalah jelas dengan jumlah frekuensi 52 dan persentase 
57,78%, sedangkan tanggapan responden yang paling sedikit 
adalahsangat tidak jelas dengan jumlah frekuensi 2 dan persentase 2,22%. 
Maka dapat disimpulkan bahwa Kejelasan tanggung jawab (tugas) dalam 
memberikan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 











Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Reability 
(Kepercayaan) 





1 Ketepatan waktu dalam 
pengurusan 
2,4 60 Berkualitas 
2 Kemudahan persyaratan 
pelayanan 
2,84 71 Berkualitas 
3 Kesederhanaan prosedur 
pelayanan 
2,8 70 Berkualitas 
4 Kewajaran dan kejelasan 
biaya 
1,7 42,5 Tidak 
berkualitas 
5 Pelaksanaan program 
pelayanan gratis 
1,42 35,5 Tidak 
berkualitas 
6 Kedisiplinan pegawai 2,59 64,75 Berkualitas 
7 Kejelasan tanggung jawab 
(tugas) dalam memberikan 
pelayanan 
2,62 65,5 Berkualitas 
 Rata-rata skor dan 
persentase 
2,34 58,46 Berkualitas 




Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh informasi mengenai tanggapan 
responden terhadap dimensi realibity (kepercayaan). rata-rata skor dan 
persentase tertinggi yang di dapat adalah pada indikator Kemudahan 
persyaratan pelayanan yaitu dengan rata-rata skor 2,84 dan persentase 
71%. Sedangkan rata-rata skor dan persentase terendah adalah pada 
indikator Pelaksanaan program pelayanan gratis yaitu dengan rata-rata 
skor 1,42 dan perentase 35,5%. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa tingkat kepercayaan dalam hal ini dimensi reability terhadap 
pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dikategorikan 
sudah berkualitas. 
IV.2.2.3Dimensi Responsiveness (Daya Tanggap) 
Responsiveness (daya tanggap) yaitu sikap tanggap pegawai dalam 
memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan 
cepat kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari 
petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan. Sikap tanggap ini 
merupakan suatu akibat akal dan pikiran yang ditunjukkan pada pelanggan. 
Untuk mengukur dimensi responsiveness (daya tanggap) dalam upaya 
mengetahui kualitas pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil kabupaten Pangkep, penulis dapat mengukur tiga indikator 







1. Sikap Petugas Terhadap Kebutuhan Dan Keluhan Masyarakat 
Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai sikap petugas 
terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat di Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep. 
Tabel 4.2.18 
Tanggapan Responden Tentang Sikap Petugas Terhadap Kebutuhan 
dan Keluhan Masyarakat 
No Tanggapan responden X F F.X Persentase% 
1 Sangat tanggap 4 1 4 1,11 
2 Tanggap 3 54 162 60 
3 Tidak tanggap 2 29 58 32,22 
4 Sangat tidak tanggap 1 6 6 6,67 








= 𝟐, 𝟓𝟓 
Sumber : Diolah  dari data primer, 2015  
Dari datatabel diatas dapat dilihat tanggapan responden yang paling 
banyak adalah tanggap dengan jumlah frekuensi 54 dan persentase 60%, 
sedangkan tanggapan responden yang paling sedikit sangat tanggap 
dengan jumlah frekuensi 1 dan persentase 1,11%.Maka dapat disimpulkan 
bahwa Sikap petugas terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat di 






2. Pelayanan Yang Cepat Dan Tepat 
Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai pelayanan yang 
cepat dan tepat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Pangkep. 
Tabel 4.2.19 
Tanggapan Responden Tentang Pelayanan Yang Cepat Dan Tepat 
No Tanggapan responden X F F.X Persentase% 
1 Sangat cepat dan tepat 4 - - - 
2 Cepat dan tepat 3 46 138 51.11 
3 Tidak cepat dan tidak tepat 2 42 84 46,67 
4 Sangat tidak cepat dan 
tidak tepat 
1 2 2 2,22 








= 𝟐, 𝟒𝟗   
Sumber : Diolah  dari data primer, 2015  
Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwatanggapan responden yang 
paling banyak adalah cepat dan tepat dengan jumlah frekuensi 46 dan 
persentase 51,11%, sedangkan tanggapan responden yang paling sedikit 
adalahsangat tidak cepat dan tidak tepat dengan jumlah frekuensi 2 dan 
persentase 2,22%, serta tidak ada satu responden pun yang memberi 
tanggapan sangat cepat dan tepat. Maka dapat disimpulkan bahwa 
pelayanan yang cepat dan tepatdi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 




3. Kejelasan Prosedur Pelayanan 
Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai kejelasan prosedur 
pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Pangkep. 
Tabel 4.2.20 
Tanggapan Responden Tentang Kejelasan Prosedur Pelayanan 
No Tanggapan responden X F F.X Persentase% 
1 Sangat jelas 4 1 4 1,11 
2 Jelas 3 53 159 58,89 
3 Tidak jelas 2 34 68 37,78 
4 Sangat tidak jelas 1 2 2 2,22 








= 𝟐, 𝟓𝟗 
Sumber : Diolah  dari data primer, 2015  
Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang 
paling banyak adalah jelas dengan jumlah frekuensi 53 dan persentase 
58,89%, sedangkan tanggapan responden yang paling sedikit 
adalahsangat jelas dengan jumlah frekuensi 1 dan persentase 1,11. Maka 
dapat disimpulkan bahwa kejelasan prosedur pelayanan di Dinas 








Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Responsiveness 
(Daya Tanggap) 
















Pelayanan yang cepat 
dan tepat 




2,59 64,75 Berkualitas 
 Rata-rata skor dan 
persentase 
2,54 63,58 Berkualitas 
Sumber : Diolah  dari data primer, 2015  
Dari tabel diatas maka dapat diketahui tanggapan responden mengenai 
dimensi responsiveness (daya tanggap) terhadap pelayanan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil. Rata-rata skor dan persentase tertinggi 
yang di dapat adalah pada indikator kejelasan prosedur pelayananyaitu 
dengan rata-rata skor 2,59 dan persentase 64,75%. Sedangkan rata-rata 
skor dan persentase terendah adalah pada indikator Pelayanan yang 
cepat dan tepat yaitu dengan rata-rata skor 2,49 dan perentase 62,25%. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat responsiveness atau 
daya tanggap para pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Pangkep dapat dikategorikan berkualitas.  
IV.2.2.4. Dimensi Assurance (Jaminan) 
Assurance (jaminan) yaitu mencakup pengetahuan, kemampuan, 




bahaya,risiko dan keragu-raguan. Jaminan adalah upaya perlindungan 
yang disajikan untuk masyarakat bagi warganya terhadap resiko yang 
apabila resiko itu terjadi akan dapat mengakibatkan  gangguan dalam 
struktur kehidupan yang normal. 
Untuk mengukur dimensi assurance (jaminan) dalam upaya mengetahui 
kualitas pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil kabupaten Pangkep, penulis dapat mengukur lima indikator yaitu:     
1. Sikap Yang Diberikan Petugas/Pegawai Dalam Memberikan 
Pelayanan 
Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai sikap yang 
diberikan petugas/pegawai dalam memberikan pelayanandi Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep. 
Tabel 4.2.22 
Tanggapan Responden Tentang Sikap Yang Diberikan 
Petugas/Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan 
No Tanggapan responden X F F.X Persentase% 
1 Sangat sopan 4 3 12 3,33 
2 Sopan 3 69 207 76,67 
3 Tidak sopan 2 18 36 20 
4 Sangat tidak sopan 1 - - - 








= 𝟐, 𝟖𝟑 




Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang 
paling banyak adalah sopan dengan jumlah frekuensi 69  dan persentase 
76,67%, sedangkan tanggapan responden yang paling sedikit 
adalahsangat sopan dengan jumlah frekuensi 3 dan persentase 3,33%, 
serta tidak ada satu responden pun yang memberi tanggapan sangat tidak 
sopan. Maka dapat disimpulkan bahwa Sikap yang diberikan 
petugas/pegawai dalam memberikan pelayananDi Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep sopan. 
2. Kecermatan Petugas/Pegawai Dalam Memeberikan Pelayanan 
Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai kecermatan 
petugas/pegawai dalam memeberikan pelayanan di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep. 
Tabel 4.2.23 
Tanggapan Responden Tentang Kecermatan Petugas/Pegawai 
Dalam Memeberikan Pelayanan 
No Tanggapan responden X F F.X Persentase% 
1 Sangat cermat 4 2 8 2,22 
2 Cermat 3 51 153 56,67 
3 Tidak cermat 2 36 72 40 
4 Sangat tidak cermat 1 1 1 1,11 








= 𝟐, 𝟔 




Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang 
paling banyak adalah cermatdengan jumlah frekuensi 51  dan persentase 
56,67%, sedangkan tanggapan responden yang paling sedikit 
adalahsangat tidak cermat dengan jumlah frekuensi 1 dan persentase 1,11. 
Maka dapat disimpulkan bahwa kecermatan petugas/pegawai dalam 
memeberikan pelayanandi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Pangkep cermat. 
3. Kemampuan Dan Keterampilan Petugas/Pegawai Dalam 
Memberikan Pelayanan 
Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai Kemampuan dan 
keterampilan petugas/pegawai dalam memberikan pelayanan di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep. 
Tabel 4.2.24 
Tanggapan Responden Tentang Kemampuan dan Keterampilan 
Petugas/Pegawai dalam Memberikan Pelayanan 
No Tanggapan responden X F F.X Persentase% 
1 Sangat bagus 4 - - - 
2 Bagus 3 61 183 67,78 
3 Tidak bagus 2 29 58 32,22 
4 Sangat tidak bagus 1 - - - 








= 𝟐, 𝟔𝟖 




Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang 
paling banyak adalah bagusdengan jumlah frekuensi 61  dan persentase 
67,78%, sedangkan tidak ada satu responden pun yang memberi 
tanggapan Sangat bagus dan Sangat tidak bagus. Maka dapat disimpulkan 
bahwa Kemampuan dan keterampilan petugas/pegawai dalam memberikan 
pelayanandiDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep 
bagus. 
4. Pengetahuan Pegawai Yang Luas Sehingga Dapat Menjawab 
Pertanyaan Pelanggan Dengan Baik 
Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai Pengetahuan 
pegawai yang luas sehingga dapat menjawab pertanyaan pelanggan 
dengan baik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Pangkep. 
Tabel 4.2.25 
Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Pegawai Yang Luas 
Sehingga Dapat Menjawab Pertanyaan Pelanggan Dengan Baik 
No Tanggapan responden X F F.X Persentase% 
1 Sangat baik 4 3 12 3,33 
2 Baik 3 69 207 76,67 
3 Tidak baik 2 17 34 18,89 
4 Sangat tidak baik 1 1 1 1,11 








= 𝟐, 𝟖𝟐 




Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden 
yang paling banyak adalah baikdengan jumlah frekuensi 69  dan 
persentase 76,67%, sedangkan tanggapan responden yang paling sedikit 
adalahSangat tidak baikdengan jumlah frekuensi 1 dan persentase 1,11. 
Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pegawai yang luas 
sehingga dapat menjawab pertanyaan pelanggan dengan baik di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep baik. 
5. Pola Komunikasi 
Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai pola komunikasi di 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep. 
Tabel 4.2.26 
Tanggapan Responden Tentang Pola Komunikasi 
No Tanggapan responden X F F.X Persentase% 
1 Sangat mudah 4 - - - 
2 Mudah 3 69 207 76,67 
3 Tidak mudah 2 21 42 23,33 
4 Sangat tidak mudah 1 - - - 








= 𝟐, 𝟕𝟕 
Sumber : Diolah  dari data primer, 2015  
Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden yang 
paling banyak adalah mudahdengan jumlah frekuensi 69  dan persentase 




tanggapan sangat mudah dan sangat tidak mudah. Maka dapat 
disimpulkan bahwa pola komunikasidi Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kabupaten Pangkep telah dapat dikategorikan mudah. 
Tabel 4.2.27 
Rekapitulasi tanggapan responden mengenai dimensi assurance (jaminan) 





1 Sikap yang diberikan 
petugas/pegawai dalam 
memberikan pelayanan 
2,83 70,75 Berkualitas 
2 Kecermatan petugas/pegawai 
dalam memberikan 
pelayanan 
2,6 65 Berkualitas 




2,68 67 Berkualitas 
4 Pengetahuan pegawai yang 
luas sehingga dapat 
menjawab pertanyaan 
pelanggan dengan baik 
2,82 70,5 Berkualitas 
5 Pola komunikasi 2,77 69,25 Berkualitas 
 Rata-rata skor dan 
persentase 
2,74 68,5 Berkualitas 




Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui tentang tanggapan 
responden terhadap dimensi assurance (jaminan)terhadap pelayanan 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep.Rata-rata 
skor dan persentase tertinggi yang di dapat adalah pada indikator Sikap 
yang diberikan petugas/pegawai dalam memberikan pelayanan yaitu 
dengan rata-rata skor 2,83 dan persentase 70,75%. Sedangkan rata-rata 
skor dan persentase terendah adalah pada indikator Kecermatan 
petugas/pegawai dalam memberikan pelayanan yaitu dengan rata-rata 
skor 2,6 dan perentase 65%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
tanggapan responden terhadap jaminan (assurance) dapat dikategorikan 
berkualitas.  
IV.2.2.5. Dimensi Emphaty (Empati) 
       Emphaty ( empati ) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, 
komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. Empati 
merupakan individualized attention to customer. Empati adalah perhatian 
yang dilaksanakan secara pribadi atau individu terhadap pelanggan 
dengan menempatkan dirinya pada posisi pelanggan. 
        Untuk mengukur dimensi emphaty (empati) dalam upaya 
mengetahui kualitas pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan 








1. Keramahan Petugas/Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan  
             Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai Keramahan 
petugas/pegawai dalam memberikan pelayanandi Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep. 
Tabel 4.2.28 
Tanggapan Responden Tentang Keramahan Petugas/Pegawai Dalam 
Memberikan Pelayanan 
No Tanggapan responden X F F.X Persentase% 
1 Sangat ramah 4 6 24 6,67 
2 Ramah 3 67 201 74,44 
3 Tidak ramah 2 17 34 18,89 
4 Sangat tidak ramah 1 - - - 








= 𝟐, 𝟖𝟖 
Sumber : Diolah  dari data primer, 2015  
              Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwatanggapan 
responden yang paling banyak adalah ramah dengan jumlah frekuensi 67  
dan persentase 74,44%, sedangkan tanggapan responden yang paling 
sedikit adalahsangat ramahdengan jumlah frekuensi 6 dan persentase 
6,67%. Maka dapat disimpulkan bahwa Keramahan petugas/pegawai 
dalam memberikan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 





2. Kemampuan Petugas Dalam Memahami Keinginan Pelanggang 
Dengan Baik 
              Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai 
Kemampuan petugas dalam memahami keinginan pelanggang dengan 
baikdi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pangkep. 
Tabel 4.2.29 
Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Petugas Dalam 
Memahami Keinginan Masyarakat Dengan Baik 
No Tanggapan responden X F F.X Persentase% 
1 Sangat baik 4 1 4 1,11 
2 Baik 3 54 162 60 
3 Tidak baik 2 33 66 36.67 
4 Sangat tidak baik 1 2 2 2,22 








= 𝟐, 𝟔 
Sumber : Diolah  dari data primer, 2015  
              Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan 
responden yang paling banyak adalah baikdengan jumlah frekuensi 54 dan 
persentase 60%, sedangkan tanggapan responden yang paling sedikit 
adalahSangat baik dengan jumlah frekuensi 1 dan persentase 1,11%. 
Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan petugas dalam memahami 
keinginan masyarakat dengan baik di Dinas Kependudukan dan Catatan 





3. Keadilan Dalam Memberikan Pelayanan 
            Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai keadilan 
dalam memberikan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kabupaten Pangkep.  
Tabel 4.2.30 
Tanggapan Responden Tentang Keadilan Dalam Memberikan 
Pelayanan 
No Tanggapan responden X F F.X Persentase% 
1 Sangat adil 4 2 8 2,22 
2 Adil 3 44 132 48,89 
3 Tidak adil 2 42 84 46,67 
4 Sangat tidak adil 1 2 2 2,22 








= 𝟐, 𝟓𝟏 
Sumber : Diolah  dari data primer, 2015  
           Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan 
responden yang paling banyak adalah adil dengan jumlah frekuensi 44 dan 
persentase 48,89%, sedangkan tanggapan responden yang paling sedikit 
adalah Sangat adil dan sangat tidak adildengan jumlah frekuensi 2 dan 
persentase 2,22%. Maka dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam 
memberikan pelayanandiDinas Kependudukan dan Catatan Sipil 





4. Kemudahan Dalam Menjalin Hubungan Dengan Petugas/Pegawai 
             Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai Kemudahan 
dalam menjalin hubungan dengan petugas/pegawai di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep.  
Tabel 4.2.31 
Tanggapan Responden Tentang Kemudahan Dalam Menjalin 
Hubungan Dengan Petugas/Pegawai 
No Tanggapan responden X F F.X Persentase% 
1 Sangat mudah 4 1 4 1,11 
2 Mudah  3 62 186 68,89 
3 Tidak mudah 2 26 52 28,89 
4 Sangat tidak mudah 1 1 1 1,11 








= 𝟐, 𝟕  
Sumber : Diolah  dari data primer, 2015  
              Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan 
responden yang paling banyak adalah mudah dengan jumlah frekuensi 62 
dan persentase 68,89%, sedangkan tanggapan responden yang paling 
sedikit adalah Sangat mudah dan sangat tidak mudahdengan jumlah 
frekuensi 1 dan persentase 1,11%. Maka dapat disimpulkan bahwa 
Kemudahan dalam menjalin hubungan dengan pegawaidiDinas 





5. Mampu Memberikan Kesan Yang Baik Dalam Memberikan 
Pelayanan 
           Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai mampu 
memberikan kesan yang baik dalam memberikan pelayanan di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep.  
Tabel 4.2.32 
Tanggapan Responden Tentang Mampu Memberikan Kesan Yang 
Baik Dalam Memberikan Pelayanan 
No Tanggapan responden X F F.X Persentase% 
1 Sangat baik 4 2 8 2,22 
2 Baik 3 62 186 68,89 
3 Tidak baik 2 24 48 26,67 
4 Sangat tidak baik 1 2 2 2,22 








= 𝟐, 𝟕𝟏 
Sumber : Diolah  dari data primer, 2015  
           Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan 
responden yang paling banyak adalah baikdengan jumlah frekuensi 62 dan 
persentase 68,89%, sedangkan tanggapan responden yang paling sedikit 
adalah Sangat baik dan sangat tidak baikdengan jumlah frekuensi 2 dan 
persentase 2,22%. Maka dapat disimpulkan bahwa mampu memberikan 
kesan yang baik dalam memberikan pelayanandiDinas Kependudukan dan 






Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Dimensi Emphaty (Empati) 








2,88 72 Berkualitas 




2,6 65 Berkualitas 
3 Keadilan dalam 
memberikan pelayanan 
2,51 62,75 Berkualitas 




2,7 67,5 Berkualitas 
5 Mampu memberikan 
kesan yang baik dalam 
memberikan pelayanan 
2,71 67,75 Berkualitas 
 Rata-rata skor dan 
persentase 
2,68 67 Berkualitas 




                Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa secara umum 
tanggapan responden terhadap indikator empatiterhadap pelayanan 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep. Rata-rata 
skor dan persentase tertinggi yang di dapat adalah pada indikator 
Keramahan petugas/pegawai dalam memberikan pelayanan yaitu dengan 
rata-rata skor 2,88 dan persentase 72%. Sedangkan rata-rata skor dan 
persentase terendah adalah pada indikator Keadilan dalam memberikan 
pelayananyaitu dengan rata-rata skor 2,51 dan perentase 62,75%. 
Secara keseluruhan dapat dikalkulasi untuk rata-rata skor mencapai 2,68 
dengan persentase sebesar 67% dengan kategori berkualitas. 
           Berikut rekapitulasi dari kelima dimensi kualitas pelayanan yang 
digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaen Pangkep. 
Tabel 4.2.34 
Rekapitulasi Kelima Dimensi Kualitas Pelayanan 
No Tanggapan responden Rata-rata 
Persentase 
Kategori  
1 Tangibles (bukti fisik) 49,45 Tidak berkualitas  




4 Assurance (jaminan) 68,5 Berkualitas 
5 Emphaty (empati) 67 Berkualitas 
 Rata-rata 61,398  Berkualitas  




         Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui rekapitulasi kualitas 
pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pangkep 
dapat dikategorikan berkualitas. Hal ini didasarkan pada data yang 
menggambarkan tiap dimensi yang dihitung melalui presentase. Untuk 
dimensi tangible (bukti fisik) diperoleh sebesar 49,45% dan dimensi 
reliability (kepercayaan) dicapai sebesar 58,46%. Adapun dimensi 
responsiveness diperoleh sebesar 63,58% sedangkan untuk dimensi 
assurance sebesar 68,5%. Sementara dimensi emphaty dicapai dengan 
prensetase sebesar 67%. Adapun total keseluruhan presentasenya 
sebesar 61,398% sehingga dapat dikatakan bahwa pelayanan akte 
kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pangkep 
digolongkan berkualitas.  
IV. 3 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
          Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang pelayanan 
akte kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Pangkep kemudian diolah sesuai dengan teori yang digunakan. Adapun 
teori yang dimaksud dalam hal ini adalah dimensi kualitas oleh Zeithaml-
Parasurman-Berry (1990)  yang terbagi sebagai berikut. 
IV.3.1 Tangibles (bukti fisik) 
Sebagaimana kita ketahui bahwa dimensi tangible merupakan 
bukti fisik yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, dan sarana 
dan komunikasi serta kendaraan operasional. Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan beberapa indikator untuk menilai kualitas 




pedoman teknis yang digunakan dalam mengumpulkan data-data 
dilapangan. Indikator tersebut meliputi kesalahan data pelayanan, 
penumpukan berkas, kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan, 
ruang pelayanan yang nyaman, dan sarana infomasi yang disediakan. 
Secara umum hasil penelitian yang dilakukan untuk mengukur 
tingkat kesalahan data pelayanan pada Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Pangkep masih sering terjadi. Demikian juga 
mengenai masalah penumpukan berkas yang juga masih sering terjadi. 
Sementara persoalan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan 
berdasarkan temuan penulis sangat tidak lengkap. Ini didasarkan pada 
hasil observasi pada lokasi penelitian bahwa untuk fasilitas ruang 
tunggu yang tidak memadai dalam memberikan pelayanan pada 
masyarakat. Keterbatasan kursi dan ketersediaan toilet bagi pelanggan 
merupakan masalah yang urgen menurut penulis karena ini menyangkut 
kenyaman dalam memberikan pelayanan. 
Selanjutnya hasil penelitian penulis untuk kategori kenyamanan 
ruang pelayanan sangat rendah disebabkan karena keterbatasan ruang 
tunggu yang sangat tidak memadai. Kemudian untuk ketersediaan 
sarana informasi yang diperoleh dalam penelitian ini tidak layak atau 
dengan kata lain tidak memadai. Sehingga dengan demikian penulis 
dapat memberikan asumsi pada dimensi tangibles untuk pelayanan akte 
kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak berkualitas. 




Reliability (kepercayaan) merupakan kemampuan memberi 
pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Untuk 
mengukur tingkat kepercayaan tersebut maka digunakan beberapa 
indikator yang meliputi ketepatan waktu dan kecakapan dalam 
menanggapi keluhan pelanggan serta pemberian pelayanan secara 
wajar dan akurat. Indikator-indikator tersebut dijadikan pedoman dalam 
mencari data secara kuantitatif dalam hal ini kuesioner yang dibagikan 
kepada pelanggan. 
Ketepatan waktu dalam pengurusan di Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kab. Pangkep tidak tepat waktu. Sementara untuk 
kemudahan persyaratan pelayanan yang diberikan cukup mudah oleh 
petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melayani 
masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan untuk kesederhanaan 
prosedur pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. 
Pangkep cukup sederhana. Kewajaran dan kejelasan biaya yang 
dikenakan pada masyarakat pelanggan sudah dikategorikan tidak wajar 
dan tidak jelas.  
Selanjutnya pelaksanaan program pelayanan gratis telah 
dikategorikan sangat tidak berjalan baik. Akan tetapi, kedisiplinan 
pegawai pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pangkep 
telah dapat dikategorikan disiplin. Bahkan untuk kejelasan tanggung 
jawab (tugas) dalam memberikan pelayanan didinas kependudukan dan 
catatan sipil Kab. Pangkep telah dapat dikategorikan jelas. Sehingga 




hal ini dimensi reability terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil dapat dikategorikan sudah berkualitas. 
IV.3.3 Responsiveness ( daya tanggap ) 
Responsiveness (daya tanggap) merupakan sikap tanggap 
pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat 
menyelesaikan dengan cepat kecepatan pelayanan yang diberikan 
merupakan sikap tanggap dari petugas dalam pemberian pelayanan 
yang dibutuhkan. Sikap tanggap ini merupakan suatu akibat akal dan 
pikiran yang ditunjukkan pada pelanggan. Selanjutnya dari dimensi 
responsiveness diukur melalui indikator sikap petugas terhadap 
kebutuhan dan keluhan masyarakat didinas kependudukan dan catatan 
sipil Kab. Pangkep telah dapat dikategorikan tanggap. 
Kemudian pelayanan yang cepat dan tepat di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pangkep telah dapat 
dikategorikan cepat dan tepat. Adapun untuk kejelasan prosedur 
pelayanan yang diberikan dapat digolongkan cukup jelas. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tingkat responsiveness atau daya tanggap 
para pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat 
dikategorikan berkualitas 
IV.3.4 Assurance ( jaminan ) 
Assurance ( jaminan ) sebagaimana dijelaskan dalam fokus 
penelitian yaitu mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan  




dan keragu-raguan. Jaminan adalah upaya perlindungan yang disajikan 
untuk masyarakat bagi warganya terhadap resiko yang apabila resiko itu 
terjadi akan dapat mengakibatkan  gangguan dalam struktur kehidupan 
yang normal. Selanjutnya dimensi assurance ini juga diukur dengan 
menggunakan indikator untuk mempermudah penelitian dalam 
memperoleh data. 
Indikator yang pertama mengenai sikap yang diberikan 
petugas/pegawai dalam memberikan pelayananyang dapat 
dikategorikan sopan. Kemudian indikator kedua mengenai kecermatan 
petugas/pegawai dalam memberikan pelayanan pada Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pangkep telah dapat 
dikategorikan cermat. Kemampuan dan keterampilan petugas/pegawai 
dalam memberikan pelayanandidinas kependudukan dan catatan sipil 
Kab. Pangkep telah dapat dikategorikan bagus. 
Pengetahuan pegawai yang luas sehingga dapat menjawab 
pertanyaan pelanggan dengan telah dapat dikategorikan baik. Adapun 
pola komunikasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. 
Pangkep telah dapat dikategorikan mudah. Alhasil tanggapan 
responden terhadap tanggapan jaminan (assurance) dapat 
dikategorikan berkualitas 
IV.3.5 Emphaty ( empati ) 
Emphaty ( empati ) meliputi kemudahan dalam melakukan 
hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. 




perhatian yang dilaksanakan secara pribadi atau individu terhadap 
pelanggan dengan menempatkan dirinya pada posisi pelanggan. Seperti 
pada dimensi-dimensi sebelumnya, empati para petugas Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penelitian ini juga diukur 
dengan beberapa indikator. 
Pertama mengenai keramahan petugas/pegawai dalam 
memberikan pelayanan didinas kependudukan dan catatan sipil Kab. 
Pangkep telah dapat dikategorikan ramah. Kemudian dari sisi 
kemampuan petugas dalam memahami keinginan masyarakat sudah 
berjalan baik, serta keadilan dalam memberikan pelayanandidinas 
kependudukan dan catatan sipil Kab. Pangkep telah dapat dikategorikan 
adil. Sementara untuk kemudahan dalam menjalin hubungan dengan 
pegawaididinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Pangkep telah 
dapat dikategorikan mudah. Adapun kemampuan memberikan kesan 
yang baik dalam memberikan pelayanandidinas kependudukan dan 
catatan sipil Kab. Pangkep telah dapat dikategorikan baik. Dengan 
demikian secara umum tanggapan responden terhadap indikator empati 
cukup baik, sehingga dapat dikatakan untuk sikap empati yang diberikan 











V.1.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumya maka dapat 
disimpulkan penulis bahwa kualitas pelayanan publik, dalam pelayanan akta 
kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep sudah 
“berkualitas”. Yang dapat dilihat dari lima dimensi yang penulis gunakan untuk 
mengukur kualitas pelayanan, yaitu:Dimensi tangibles atau bukti fisik pelayanan 
akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, 
dalam hal ini pemohon akta kelahiran, tidak berkualitas hal ini sebabkan karena 
kondisi kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan serta ruang pelayanan 
yang nyaman.Dimensi reliability atau kepercayaan pelayanan akta kelahiran di 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep sudah dapat 
dikatan  berkualitas dengan rata-rata persentase 58,46%. Walaupun masyarakat 
masih mengeluhkan dalam hal kewajaran dan kejelasan biaya serta pelaksanaan 
program pelayanan gratis. Dimensi responsiveness atau daya tanggap 
pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Pangkep tergolong berkualitas dengan rata-rata persentase 63,58%.Dimensi 
assurance atau jaminan pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kabupaten Pangkep tergolong berkualitas dengan rata-rata 
persentase 68,5%.Dimensi emphaty  pelayanan akta kelahiran di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep tergolong berkualitas 




Secara umum kualitas pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep cukup berkualitas dengan rata-rata 
persentase 61,398%. Akan tetapi masih ada kekurangan pada dimensi kualitas 
yang sangat perlu dibenahi oleh pemerintahdalam memberikan pelayanan. 
V.2. Saran  
Sesuai dengan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran 
kepada pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil, sebagai berikut: 
1. Pemerintah harus memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai 
kejelasan prosedur dan biaya pengurusan akte kelahiran terutama 
bagi masyarakat dipedesaan yang sangat minim dalam memperoleh 
informasi tentang hal tersebut. 
2. Pemerintah harus melakukan renovasi pada sarana dan prasarana 
terutama fasilitas ruang tunggu sehingga dapat menampung 
pelanggan secara layak dengan ketersediaan kursi bagi pelanggan. 
Dengan demikian kenyamanan dalam pelayanan akte kelahiran 
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1. Dengan segala kerendahan hati dan harapan, penulis mohon kesediaan 
Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi daftar pertanyaan ini dengan sejujurnya sesuai 
dengan kenyataan yang ada. 
2. Daftar pertanyaan ini dibuat untuk memperoleh data yang kami butuhkan 
dalam rangka menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk 
menyelesaikan studi pada program sarjana, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, dengan Judul “Kualitas 
Pelayanan Akta Kelahiran  Dinas Kependudukan dan catatanSipil Kabupaten 
Pangkep” 
3. Untuk mencapai maksud tersebut, kami memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i 
untuk mengisi kuisioner ini dengan memilih jawaban yang telah disediakan. 
4. Oleh karena penelitian ini semata-mata hanya untuk kepentingan akademik, 
untuk menemukan kebenaran yang ilmiah, maka kami menjamin seluruh 
jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan terjaga kerahasiaannya sesuai kode etik 
penelitian. 
5. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i meluangkan waktu membantu kami mengisi 
kuesioner ini kami mengucapkan terima kasih. 
  Hormat saya 
 





A. Petunjuk pengisian  
 
1. Berilah tanda (x) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat bapak/ibu. 
2. Jawaban bapak/ibu berikan tidak berpengaruh pada kedudukan anda. Untuk itu 
dimohon untuk memberikan jawaban yang objektif yang sesuai dengan 
kenyataan di lapangan. 
 
 
B. Identitas responden 
 
Nama  
Jenis Kelamin 1 Pria 2 Wanita 
Status Perkawinan  
Pekerjaan  
Umur  












I  Tangibles ( Bukti Fisik ) 
 
1. Apakah menurut bapak/ibu dalam pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kab. Pangkep sering terjadi kesalahan data (nama, tempat, tanggal 
lahir, dll)? 
a. Sangat Sering 
b. Sering 
c. Jarang  
d. Sangat jarang 
2. Apakah menurut bapak/ibu dalam pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kab. Pangkep sering terjadi penumpukan berkas ? 
a. Sangat Sering 
b. Sering  
c. Jarang  
d. Sangat Jarang 
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sarana dan prasarana pelayanan di 
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (ruang tunggu, toilet, mushalla, dan 
tempat parkir yang memadai) ? 
a. Sangat lengkap 
b. Lengkap 
c. Tidak Lengkap 
d. Sangat tidak lengkap 




Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pangkep? 
a. Sangat Nyaman 
b. Nyaman 
c. Tidak Nyaman 
d. Sangat Tidak Nyaman  
5. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang sarana informasi yang disediakan oleh 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pangkep sudah layak dan memadai ? 
a. Sangat Layak dan Memadai 
b. Layak dan Memadai 
c. Tidak Layak dan Tidak Memadai 
d. Sangat Tidak Layak dan Tidak Memadai 
6. Bagaimana menurut anda tentang kedisiplinan pegawai di Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kab. Pangkep? 
a. Sangat disiplin 
b. Disiplin 
c. Tidak disiplin 
d. Sangat tidak disiplin 
7. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu tentang kejelasan tanggung jawab 
(tugas) setiap pegawai dalam memberikan pelayanan akta kelahiran? 
a. Sangat jelas 
b. Jelas 
c. Tidak jelas 
d. Sangat tidak jelas 
 
II Reliability (kepercayaan) 
 
8. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang ketepatan waktu dalam pengurusan 
akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pangkep ? 
a. Sangat tepat waktu 
b. Tepat waktu 
c. Tidak tepat waktu 
d. Sangat tidak tepat waktu 
9. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang persyaratan pelayanan akta kelahiran 
pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pangkep? 
a. Sangat mudah 
b. Mudah  
c. Tidak mudah 
d. Sangat tidak mudah 
10. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang prosedur pelayanan akta kelahiran pada 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pangkep ? 
a. Sangat Sederhana 
b. Sederhana 
c. Tidak Sederhana 
d. Sangat Tidak Sederhana 
11. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang kewajaran dan kejelasan biaya 




a. Sangat wajar dan jelas 
b. Wajar dan jelas 
c. Tidak wajar dan jelas 
d. Sangat tidak wajar dan jelas  
12. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan program pelayanan gratis 
dalam pengurusan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kab. Pangkep ? 
a. Berjalan Sangat Baik 
b. Berjalan Baik 
c. Berjalan Tidak Baik 
d. Berjalan Sangat Tidak Baik 
 
III Responsiveness (daya Tanggap) 
 
13. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap petugas pada Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat ? 
a. Sangat tanggap 
b. Tanggap 
c. Tidak tanggap 
d. Sangat tidak tanggap 
14. Apakah menurut bapak/ibu pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil sudah tergolong cepat dan tepa ? 
a. Sangat Cepat dan Tepat 
b. Cepat dan Tepat 
c. Tidak Cepat dan Tidak Tepat 
d. Sangat Tidak Cepat dan Tidak Tepat 
15. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang kejelasan prosedur pelayanan akta 
kelahiran? 
a. Sangat jelas 
b. Jelas 
c. Tidak jelas 
d. Sangat tidak jelas 
 
IV Assurance (jaminan) 
 
16. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap yang diberikan petugas/pegawai 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pangkep dalam memberikan 
pelayanan ? 
a. Sangat Sopan 
b. Sopan 
c. Tidak Sopan 
d. Sangat Tidak Sopan 
17. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu tentang kecermatan petugas/pegawai 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pangkep dalam memberikan 
pelayanan? 





c. Tidak cermat 
d. Sangat tidak cermat  
18. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang kemampuan dan keterampilan 
petugas/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pangkep dalam 
memberikan pelayanan ? 
a. Sangat Bagus 
b. Bagus 
c. Tidak Bagus 
d. Sangat Tidak Bagus 
19. Apakah menurut bapak/ibu pola komunikasi yang diberikan oleh 
petugas/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pangkep mudah 
untuk dipahami oleh masyarakat ? 
a. Sangat Mudah 
b. Mudah 
c. Tidak Mudah 
d. Sangat Tidak Mudah 
20. Apakah saat bapak/ibu menyajukan pertanyaan kepada petugas, mereka bisa 
menjawab pertanyaan dengan baik? 
a. Sangat baik 
b. Baik  
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
 
V Emphaty (empati) 
 
21. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang keramahan petugas/pegawai Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pangkep dalam memberikan pelayanan? 
a. Sangat Ramah 
b. Ramah 
c. Tidak Ramah 
d. Sangat Tidak Ramah 
22. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang kemampuan petugas dalam memahami 
keinginan masyarakat (pelanggang)? 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
23. Apakah menurut anda petugas/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kab. Pangkep sudah adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ? 
a. Sangat Adil 
b. Adil 
c. Tidak Adil 
d. Sangat Tidak Adil 
24. Bagaimana menurut anda tentang kemudahan dalam menjalin hubungan dengan  
petugas/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pangkep ? 





c. Tidak Mudah 
d. Sangat Tidak Mudah 
25. Apakah menurut anda petugas/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kab. Pangkep mampu memberikan kesan yang baik dalam memberikan 
pelayanan ? 
a. Sangat baik 
b. Baik 
c. Tidak baik 
d. Sangat tidak baik 
 
Saran atau keluhan anda terhadap pelayanan akta kelahiran (jika ada): 
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